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SERTIFIKASI DAN LABELISASI HALAL SEBAGAI BENTUK
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan sertifikasi
halal dan labelisasi halal sebagai bentuk legitimasi kehalalan produk di Indonesia
serta mengetahui bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen
terhadap pemalsuan sertifikasi dan lebelisasi halal.
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif bersifat preskriptif,
penelitian dilakukan untuk dapat menghasilkan argumentasi bahwa sampai saat ini
belum ada kepastian mengenai pengaturan sertifikasi dan lebelisasi halal. Peneliti
dalam penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang (statute approach)
dengan menelaah Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Pangan, Undang-
undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan
Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan serta peraturan
teknisnya. Jenis data yang digunakan yaitu data sekunder. Sumber data yang
digunakan mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan
hukum tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui studi
kepustakaan baik berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, karangan
ilmiah, makalah, jurnal dan koran. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah
dengan interpretasi sistematis digunakan dalam pokok permasalahan nomor 1, dan
interpretasi teleologis atau sosiologi dalam pokok permasalahan nomor 2.
Berdasarkan pembahasan dihasilkan 2 (dua) simpulan, yaitu pertama
peraturan perundang-undangan yang mengatur sertifikasi halal maupun labelisasi
halal belum sepenuhnya memberikan kepastian hukum bagi konsumen muslim
terhadap pangan dan produk lainnya. Kedua bentuk perlindungan hukum yang
diberikan kepada konsumen terhadap terjadinya pemalsuan sertifikasi halal dan
labelisasi halal adalah berupa pemberian sanksi pidana yang tegas yang diatur dalam
Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) , Undang-undang Nomor 7 Tahun
1996 Tentang Pangan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang
Perlindungan Konsumen, serta adanya sistem pengawasan yang dilakukan baik dari
pihak pemerintah, masyarakat maupun lembaga-lembaga non pemerintahan.
Kata Kunci: halal, pemalsuan, perlindungan hukum.
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ABSTRACT
Anung Razaini Firmansyah, NIM. E0005098. 2010. JURIDICIAL REVIEW
ARRANGEMENTS OF LEGAL PROTECTION AGAINST
COUNTERFEITING OF LABELING AND HALAL CERTIFICATION AS
FORMS PERMITTED LEGITIMATE PRODUCTS IN INDONESIA. Faculty
of Law, University of Eleven March.
This study aims to determine how the regulation of halal certification and
halal labeling as a form of legitimacy of halal products in Indonesia and to know the
form of legal protection given to consumers against counterfeiting and lebelisasi halal
certification.
This research is a law of nature normative prescriptions, research carried out
in order to produce the argument that until now there is no certainty about the
arrangements of halal labeling and certification of halal. Researchers in this study
using the approach of the law (statute approach) with a review of Law No. 7 / 1996
on Food, Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection and Government Regulation
No. 69 of 1999 on Food Labels and Advertising as well as technical regulations .
Type data used are secondary data. Source data used includes primary legal materials,
legal materials, secondary and tertiary legal materials. Data collection techniques
used, namely through the study of literature both in the form of books, legislation,
scientific articles, papers, journals and newspapers. The data analysis technique in
this research is to be used in a systematic interpretation of subject-matter of the
number 1, and teleological interpretation or subject-matter of sociology in the number
2.
Based on the discussion generated two (2) conclusion, that the first
regulations governing the certification of halal and halal labeling has not fully
provide legal guarantees for consumers Muslims to food and other products. Both
forms of legal protection given to consumers against fraudulent certification of halal
and kosher labeling is a form of strict criminal sanctions provided for in the draft
Penal Code (Penal Code), Law No. 7 / 1996 on Food and the Law 8 / 1999 on
Consumer Protection, as well as a system of surveillance carried out both from the
government, civil society and non governmental institutions.
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BAB I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Kehalalan suatu produk menjadi kebutuhan yang wajib bagi umat muslim,
baik itu pangan, obat-obatan maupun barang-barang konsumsi lainnya. Seiring
besarnya kuantitas umat muslim di Indonesia yang jumlahnya mencapai 88,20% dari
207 juta jiwa (sumber: wikipedia, http://en.wikipedia.org/wiki/Islam), maka dengan
sendirinya pasar Indonesia merupakan pasar konsumen Muslim yang demikian besar.
Oleh karena itu, jaminan akan produk halal menjadi suatu yang penting untuk
mendapatkan perhatian dari negara.
Sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) bahwa Negara berkewajiban
melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk
mewujudkan kesejahteraan umum. Landasan ini juga dipertegas dalam Pasal 29
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yakni pada pasal
2 yang menyatakan bahwa Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk
memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan
kepercayaannya itu.
Banyaknya produk-produk yang belum bersertifikat halal mengakibatkan
konsumen, terutama konsumen musilm, sulit untuk membedakan produk mana yang
benar-benar halal dan dapat dikonsumsi sesuai dengan syariat Islam dengan produk
yang tidak halal. Dari data yang dimiliki LPPOM MUI tahun 2007, jumlah produk
yang telah didaftarkan rata-rata dari perusahaan yang mempunyai nama besar di
pasar.
Berbagai larangan telah dikenakan bagi para pelaku usaha. Pada prinsipnya
konsumen berada pada posisi yang secara ekonomis kurang diuntungkan. Konsumen
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semata-mata bergantung pada informasi yang diberikan dan disediakan oleh pelaku
usaha. Akan tetapi informasi yang diberikan tanpa disertai dengan edukasi akan
kurang dirasakan manfaatnya. Hal ini antara lain dilakukan melalui pemasangan label
atau standarisasi mutu. Arti penting perlu adanya pemasangan label atau pelabelan
produk dirasakan sangat penting, khususnya terhadap produk makanan, karena hal ini
sangat berhubungan dengan nyawa manusia. Dalam hal ini, sekurang-kurangnya ada
dua persoalan, yaitu (John Pieris&Wiwik Sri Widiarty, 2007 : 6-7) :
a. Masalah pelabelan: sampai sebarapa jauh produk makanan menyantumkan
informasi secara lengkap tentang produk tersebut dalam pelabelan; dan
b. Bagaimana mutu produk itu sendiri.
Fakta bahwa sebagian besar produk obat yang beredar di pasaran disinyalir
tidak jelas kehalalannya. Menurut data Perkosmi (Persatuan Perusahaan Kosmetika
Indonesia), jumlah perusahaan kosmetika dan toiletries yang terdapat di Indonesia
berjumlah sekitar 744. Jika dibandingkan dengan data yang didapat dari LPPOM
MUI diketahui bahwa jumlah perusahaan kosmetika yang telah mendapatkan
Sertifikat Halal jumlahnya baru 23 perusahaan. Artinya jumlah perusahaan kosmetika
yang telah mendapatkan sertifikat halal baru mencapai 3% dari total keseluruhan
perusahaan. Dengan kata lain hampir 97% produk yang beredar dipasaran tidak jelas
kehalalannya (http://threemc.multiply.com/journal). Kemudian dari 284 perusahaan
Franchise yang ada di Indonesia, baru 18 perusahaan atau 6% saja yang sudah
disertifikasi halal oleh MUI. Sisanya sebanyak 266 atau 94%-nya lagi belum
mendapatkan sertifikat halal. Artinya status kehalalannya masih meragukan.
(http://threemc.multiply.com/ journal)
Selain produk yang belum bersertifikat, kasus beredarnya makanan tidak halal
beberapa tahun ini menambah keresahan konsumen muslim yang berusaha
menjalankan syariat agamanya. Tidak halal dalam artian, proses pembuatannya
dengan cara-cara yang tidak halal atau makanan berasal dari bahan yang tidak halal
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atau mengandung bahan-bahan yang tidak halal. Berawal dari hebohnya kasus
Ajinomoto pada tahun 2001 yang ternyata mengandung babi didalamnya. Produk
Ajinomoto oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dinyatakan mengandung bahan yang
dinilai haram (Solopos, 15 Januari 2001). Kasus daging sapi gelonggongan, bakso
yang berbahan dasar daging tikus, penggunaan formalin atau zat kimia berbahaya lain
dalam makanan, penggunaan minyak babi, dan lain sebagainya. Baru-baru ini yang
juga heboh diberitakan di media masa maupun elektronik adalah penggunaan darah
babi pada filter rokok.
Sebuah penelitian yang menghentakkan dunia, termasuk Indonesia, terungkap
dalam pembuatan filter rokok. Dalam penelitian tersebut, ditemukan bahwa
filter rokok ternyata menggunakan hemoglobin yang berasal dari darah babi.
Bermula dari penemuan seorang ilmuwan Belanda, Christien Meindertsma
yang sedang meneliti seekor babi berkode "Pig 05049" di sebuah peternakan,
secara tak sengaja menemukan penggunaan darah babi dalam pembuatan filter
rokok. Riset yang telah dilakukan selama tiga tahun ini menelusuri semua
produk yang dihasilkan dari seekor babi. Tujuannya sederhana, menunjukkan
pada orang bagaimana sebuah produk dibuat dan "dibungkus" dan dari mana
dia berasal. Untuk membuktikan hal ini, Meindertsma menggunakan seekor




Halal bagi umat Islam merupakan syariat yang wajib dijalankan. Ditegaskan
dalam Al-Qur’an surat Al Baqarah ayat (168) :
“Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezki yang baik-baik yang kami
berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar kepada-Nya
kamu menyembah.”
Oleh karena itu bagi kaum muslimin, makanan di samping berkaitan dengan
pemenuhan kebutuhan fisik, juga berkaitan dengan rohani, iman dan ibadah juga
dengan identitas diri, bahkan dengan perilaku. Dari ayat di atas, dapat penulis
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simpulkan bahwa Allah menyuruh manusia memakan apa saja di dunia ini yang
diciptakanNya, sepanjang batas-batas yang halal dan baik (thayibah). Selain ayat-ayat
di atas masih banyak lagi ayat dalam Al Qur´an yang berisi suruhan atau perintah
agar manusia berhati-hati dalam memilih makanan, dapat memisahkan mana yang
halal (dibolehkan) dan mana yang haram (tidak diijinkan), cara memperoleh makanan
itu dan makanan itu baik dari segi kesehatan jasmani maupun rohani.
Pengaturan tentang kehalalan suatu produk sebenarnya telah ada, yakni
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan dan Undang-undang Nomor 8
Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta Peraturan Pemerintah Nomor 69
Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan.
Pada Pasal 30 ayat (1), Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan
disebutkan setiap orang yang memproduksi atau memasukkan ke dalam wilayah
Indonesia makanan yang dikemas untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label
pada, di dalam, dan atau di kemasan pangan. Pada ayat (2) disebutkan Label,
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat sekurang-kurangnya keterangan
mengenai :
a. Nama produk;
b. Daftar bahan yang digunakan;
c. Berat bersih atau isi bersih;
d. Nama dan alamat pihak yang memproduksi atau memasukkan pangan ke
dalam wilayah Indonesia;
e. Keterangan tentang halal; dan
f. Tanggal, bulan, dan tahun kedaluarsa
Pada ayat (3) diatur selain keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
Pemerintah dapat menetapkan keterangan lain yang wajib atau dilarang untuk
dicantumkan pada label makanan.
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Sedangkan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen, diatur dalam Pasal 8 mengenai kewajiban pengusaha yang antara lain
adalah:
a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan
jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan,
perbaikan dan pemeliharaan;
Selanjutnya di dalam Bab IV Pasal 8, pengusaha dilarang :
a. tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan
ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam
hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang
tersebut;
c. tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan
menurut ukurahn yang sebenarnya;
d. tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran
sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang
dan/atau jasa tersebut;
e. tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengelolahan, gaya,
mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau
keterangan barang dan/atau jasa jasa tersebut;
f. tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan,
iklan dan promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
g. tidak mencantumkan tanggal kadarluarsa atau jangka waktu
penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
h. tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana
pernyataan “halal” yang dicantumkan dalam label;
i. tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama
barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal
pembuatan, akibat sampingan, nama alamat pelaku usaha serta keterangan
lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat;
j. tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang
dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
yang berlaku.
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Secara teknis tentang pencantuman label ‘’halal’’ Departemen Kesehatan
(Depkes) telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 82/Menkes/SK/I/1996 tentang
Pencantuman Tulisan Halal pada Label Makanan. Dalam lampiran SK tersebut yakni
pada Bab V tentang Persyaratan higiene pengolahan telah dijelaskan aturan-aturan
baku dalam proses pembuatan makanan halal dan persyaratan higiene pengolahan
makanan menurut syariat Islam.
Ketetapan tersebut kemudian dirubah menjadi Surat Keputusan Nomor:
924/Menkes/SK/VIII/ 1996 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Kesehatan RI
No 82/Menkes/SK/I/1996 tentang Pecantuman Tulisan ‘’halal’’ pada Label Makanan,
dimana pada pasal 8 disebutkan Produsen atau importir yang akan mengajukan
permohonan pencantuman tulisan ‘’halal’’ wajib siap diperiksa oleh petugas Tim
Gabungan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Direktorat Jenderal Pengawasan
Obat dan Makanan yang ditunjuk Direktur Jenderal.
(http://aries.wordpress.com/2009/09/02/ruu-jaminan-produk-halal-harus-sebagai-
penyempurna)
Tahun 2001 Departemen Agama juga mengeluarkan Surat Keputusan Menteri
Agama Nomor 518 Tahun 2001 tentang Pedoman dan Tatacara Pemeriksaan dan
Penetapan Pangan Halal, SK Nomor 519 Tahun 2001 tentang Lembaga Pelaksana
Pemeriksaan Pangan Halal, yaitu adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui
Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika (LPPOM) MUI, dan SK
Nomor 525 Tahun 2001 tentang Penunjukan Peruri sebagai Pelaksana Pencetak Label
Halal.
Akan tetapi kesemua peraturan diatas belum dapat memberikan kepastian
hukum dan jaminan hukum kepada umat Islam untuk mengenal pangan dan produk
lainnya yang halal. Terjadi pula ketidaksingkronan antara Undang-undang dengan
Peraturan Pemerintah sebagaimana yang terjadi pada antara Undang-undang Nomor 7
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Tahun 1996 tentang Pangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 1999
tentang Label dan Iklan Pangan serta tumpang tindih antara peraturan satu dengan
yang lainnya. Terbukti dengan masih sedikit perusahaan yang mendaftarkan
produknya untuk mendapatkan sertifikasi halal dan bertambahnya tingkat pemalsuan
yang dilakukan pelaku usaha terkait dengan labelisasi halal.
Kenyataan yang berlaku pada saat ini adalah bahwa LPPOM MUI
memberikan sertifikat halal kepada produsen-produsen obat dan makanan yang secara
sukarela mendaftarkan produknya untuk diaudit LPPOM MUI. Dengan begitu produk
yang beredar dikalangan konsumen Muslim bukanlah produk-produk yang secara
keseluruhan memiliki label halal yang dicantumkan pada kemasannya. Artinya masih
banyak produk-produk yang beredar dimasyarakat belum memiliki sertifikat halal
yang diwakili dengan label halal yang ada pada kemasan produknya. Dengan
demikian konsumen Muslim akan dihadapkan pada produk-produk halal yang
diwakili dengan label halal yang ada kemasannya dan produk yang tidak memiliki
label halal pada kemasannya sehingga diragukan kehalalan produk tersebut. Maka
keputusan untuk membeli produk-produk yang berlabel halal atau tidak akan ada
sepenuhnya di tangan konsumen sendiri.
(http://ilmiahmanajemen.blogspot.com/2009/10/pengaruh-labelisasi-halal-
terhadap.html)
Pada tahun 2007 majalah Jurnal Halal melakukan survei untuk produk-produk
yang mencantumkan label halal tanpa sertifikat halal. Hasilnya menunjukkan masih
banyak produk yang mencantumkan label halal tapi belum memiliki sertifikat halal.
Kebanyakan adalah produk yang berasal dari industri menengah kecil. Dari survei
tadi, ditemukan pula ada perusahaan yang telah mencantumkan label halal pada
kesemua produknya, padahal mereka baru mendapatkan sertifikat halal hanya untuk
satu produk.
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''Namun setelah diadakan sosialisasi, sekarang sudah banyak industri
menengah kecil yang datang ke BPOM untuk melakukan proses pemeriksaan
sertifikasi dan labelisasi halal atas produknya,'' kata dosen Jurusan Teknologi
Pangan dan Gizi IPB Dr Ir Anton Apriyantono MSc. Banyaknya produk yang
dihasilkan oleh industri menengah kecil ini menimbulkan persoalan tersendiri.
Terlebih karena ketidaktahuan dan keengganan sebagian pengelola industri
kecil untuk melaporkan produknya tersebut.''Mereka banyak yang tidak tahu
prosedur dan aturan pemeriksaan sertifikat halal,'' ujarnya lagi.
(http://koran.republika.co.id/ berita/17092/Label_Halal_Tanpa_Sertifikat).
Banyak juga produk yang mencantumkan label halal tapi belum mendapatkan
sertifikat halal. Artinya pencantuman label halal hanya berdasarkan inisiatif produsen
semata. Padahal prosedur yang berlaku dalam pemberian izin label halal ini adalah
berdasarkan sertifikat halal yang dikeluarkan oleh MUI. Jika pencantuman label halal
ini tidak ditertibkan, maka akan sangat riskan bagi konsumen muslim. Contoh kasus
berdasarkan survei yakni produk kie kian dan berbagai jenis bakso yang memiliki
label halal. Produk tersebut di produksi di Jawa Timur dengan nama She Pin.
Kasus lain misalnya pada produk kripik kaki ayam, yang memiliki label halal.
Siapa yang menjamin jika semua kaki ayam yang dijadikan kripik benar-benar
diperoleh dari ayam yang disembelih berdasarkan syariat Islam? Dari survei juga
didapat produk impor dari Taiwan. Produk tersebut mencantumkan label halal dan
tidak disebutkan Iebih lanjut Iembaga mana yang mengeluarkan label halal tersebut,
sebagaimana halnya produk impor dari Malaysia atau Singapura. Temuan-temuan ini
membuktikan bahwa masih banyak yang perlu dibenahi dalam pelaksanaan hukum
dan peraturan yang berlaku (Jurnal Halal edisi No.42).
Di Negara lain, seperti misalnya Malaysia, label halal dijadikan komoditas
dalam perdagangan produk-produk makanan maupun produk-produk yang lainnya.
Produk yang berlabel halal memiliki nilai tambah dibandingkan dengan produk yang
tidak berlabel.
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Pengetahuan masyarakat akan makanan halal cukup tinggi namun kesadaran
untuk memverifikasi barang yang terjamin kehalalnya masih lemah. Tentu saja hal ini
harus didukung dengan sistem pengaturan yang dapat memberikan legitimasi yang
kuat.
Berdasarkan pertimbangan dan pemaparan diatas, maka penulis tertarik untuk
mengkaji lebih dalam dan mengadakan penelitian apakah sertifikasi dan labelisasi
halal produk telah memiliki legItimasi yang kuat sebagai bentuk perlindungan
terhadap banyaknya pemalsuan yang terjadi. Oleh karena itu, setelah mendapat
pengarahan dari pembimbing penulis memilih judul penulisan hukum ini adalah:
“TINJAUAN YURIDIS PENGATURAN PERLINDUNGAN HUKUM
TERHADAP PEMALSUAN SERTIFIKASI DAN LABELISASI HALAL
SEBAGAI BENTUK LEGITIMASI KEHALALAN PRODUK DI INDONESIA”
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis merumuskan
masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut:
1. Bagaimana pengaturan sertifikasi dan labelisasi halal sebagai bentuk legitimasi
kehalalan produk di Indonesia?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi konsumen terhadap pemalsuan
sertifikasi dan labelisasi halal?
C. Tujuan Penelitian
Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini meliputi dua tujuan, yaitu:
xxi
1. Tujuan Obyektif
a. Untuk mengetahui pengaturan sertifikasi dan labelisasi halal sebagai bentuk
legitimasi kehalalan produk di Indonesia.
b. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi konsumen terhadap
pemalsuan sertifikasi dan labelisasi halal.
2. Tujuan Subyektif
a. Untuk memperluas pengetahuan penulis tentang hukum melalui suatu
penelitian hukum, khususnya dalam bidang Hukum dan Masyarakat dalam
kaitannya dengan Hukum Islam, mengenai sertifikasi dan lebelisasi halal di
Indonesia.
b. Untuk memperoleh bahan-bahan yang diperlukan penulis dalam penyusunan
skripsi untuk diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana
Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
c. Untuk memberikan pandangan lebih luas kepada penulis dalam menjalankan
fungsi dan perannya sebagai Warga Negara Indonesia serta umat Muslim yang
taat.
D. Manfaat Penelitian
Nilai suatu penelitian ditentukan oleh besarnya manfaat yang dapat diambil
dari penelitian tersebut. Adapun manfaat yang diharapkan penulis dari penelitian ini
antara lain:
1. Manfaat Teoritis
a. Memberikan sumbangan pengetahuan dan pemikiran pada Ilmu Hukum untuk
kemudian memberikakn kontribusi pada perkembangan bidang Hukum dan
Masyarakat dalam kaitannya dengan Hukum Islam.
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b. Memberikan sumbangan pengetahuan dan pemikiran terhadap wacana
legimasi kehalalan produk di Indonesia yang diwujudkan dalam sertifikasi dan
labelisasi halal sebagai pengaturannya.
c. Memberikan masukan dan membuka wacana dengan menambah referensi
mengenai adanya keterkaitan antara Hukum Islam dan hukum positif
Indonesia.
2. Manfaat Praktis
a. Meningkatan daya kritis dan pola pola penulis sebagai implementasi
pengetahuan hukum yang diperoleh selama menempuh study di Fakultas
Hukum UNS.
b. Memberikan referensi serta wacana terhadap pihak-pihak yang terkait untuk
membantu sinkronisasi antara hukum positif Indonesia dengan Hukum Islam,
sebab meskipun Indonesia bukanlah negara Islam, namun penganut agama
Islam mayoritas di Indonesia.
Memberikan sumbangan pengetahuan kepada masyarakat agar tetap
menjalankan syariat Islam secara benar disamping tetap menjalankan fungsi dan
peran sebagai Warga Negara Indonesia yang baik.
E. Metode Penelitian
Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisi dan
konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten.
Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu. Sistematika adalah
berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak ada hal-hal yang
bertentangan dalam suatu kerangka tertentu (Soerjono Soekanto, 2006:42).
Metodologi pada hakikatnya memberikan pedoman tentang cara-cara seorang ilmuan
mempelajari, menganalisis dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapinya.
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Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai
berikut :
1. Jenis Penelitian
Penelitian ini termasuk penelitian normatif atau disebut juga penelitian hokum
doktrinal. Hutchinson mendefinisikan penelitian hukum doktrinal sebagai
penelitian yang memberikan aposisi sistematis peraturan yang mengatur kategori
hukum tertentu, analisis hubungan antara aturan, menjelaskan kesulitan dan
daerah mungkin memprediksi perkembangan masa depan. (Peter Mahmud
Marzuki, 2008:42)
Penelitian hukum  normatif, mencakup penelitian inventarisasi hukum positif,
asas-asas hukum, penelitian hukum klinis, sistematika peraturan dan
perbandingan hukum (Soerjono Soekanto, 2006:51). Penelitian hukum ini
merupakan penelitian mengenai sinkronisasi peraturan perundang-undangan.
Sinkronisasi peraturan perundang-undangan dapat ditelaah baik secara vertikal
maupun horizontal. Apabila sinkronisasi peraturan perundang-undangan itu
ditalaah secara vertikal, berarti akan dilihat bagaimana hirarkisnya. Kemudian
jika sinkronisasi peraturan perundang-undangan hendak ditelaah secara
horizontal, yang diteliti adalah sejauh mana peraturan perundang-undangan yang
mengatur pelbagai bidang itu mempunyai hubungan fungsional secara konsisten.
(Amirudin & Zainal Asikin, 2004:128)
Pada penelitian hukum normatif sepenuhnya menggunakan data sekunder dan
tidak diperlukan penyusunan atau perumusan hipotesis.
2. Sifat Penelitian
Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum,
prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu
hukum yang dihadapi. Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan
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argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan
masalah yang dihadapi dengan mengharapkan jawaban right, appropriate,
inappropriate, atau wrong (Peter Mahmud Marzuki, 2005:35)
Dilihat dari sifatnya, penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian
preskriptif, karena dalam penelitian ini dilakukan untuk dapat menghasikan
argumentasi bahwa sampai saat ini belum ada kepastian mengenai pengaturan
sertifikasi dan labelisasi halal sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap
pemalsuan.
3. Pendekatan Penelitian
Di dalam penelitian hukum, dikenal adanya lima pendekatan. Pendekatan-
pendekatan tersebut yaitu pendekatan undang-undang (statute approach),
pendekatan kasus (case approach), pendekatan historis (historical approach),
pendekatan komparatif (comparative approach), dan pendekatan konseptual
(conceptual approach). (Peter Mahmud Marzuki, 2005:93)
Dalam melaksanakan penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan
undang-undang. Yaitu dengan menelaah Undang-undang Dasar 1945 dan
Undang-undang yang terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis yaitu
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Pangan, Undang-undang Nomor
8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Pemerintah
Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan. Serta penulis
melakukan pendekatan terkait peraturan pelaksana dari Undang-undang diatas,
yaitu Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 924/Menkes/SK/VII/1996 tentang
Perubahan atas Keputusan Menteri Kesehatan No. 82 Menkes/SK/I/1996 tentang
Pencantuman Tulisan Halal pada Label Makanan, Keputusan Menteri Agama
Nomor 518 Tahun 2001 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemeriksaan dan
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Penetapan Pangan Halal, SK MA No. 519 Tahun 2001 tentang Lembaga
Pelaksana Pemeriksa Pangan Halal.
4. Jenis dan Sumber Bahan Hukum
Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber
penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum
sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum autoritatif. Artinya,
bahan hukum primer merupakan bahan yang memiliki otoritas atau kekuasaan
dalam pelaksanaannya. Yang termasuk bahan hukum primer adalah peraturan
perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan undang-
undang, dan putusan hukum. Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi
tidak resmi yang berkaitan dengan hukum. Publikasi hukum tersebut meliputi
buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-
komentar atas putusan pengadilan (Peter Mahmud Marzuki, 2005:141).
Dalam melakukan penelitian ini, penulis mengguanakan bahan hukum primer
maupun sekunder. Bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis antara lain
yaitu:
1) Undang-undang No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan
2) Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
3) Peraturan Pelaksana, yaitu:
a) PP No. 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan;
b) Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 924/Menkes/SK/VII/1996
Tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kesehatan No. 82
Menkes/SK/I/1996 tentang Pencantuman Tulisan Halal pada Label
Makanan;
c) Keputusan Menteri Agama RI No. 518 Tahun 2001 tentang Pedoman
dan Tata Cara Pemeriksaan dan Penetapan Pangan Halal; serta
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d) Keputusan Menteri Agama RI No. 519 Tahun 2001 tentang Lembaga
Pelaksana Pemeriksa Pangan Halal;
Sedangkan bahan hukum sekunder yang digunakan penulis adalah buku teks,
jurnal, koran, dan artikel dari internet, yang berkaitan dengan penelitian ini.
5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum
Teknik pengumpulan bahan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah
studi kepustakaan yaitu peraturan perundang-undangan, buku-buku, karangan
ilmiah, makalah, dan koran. Selain melalui dokumen-dokumen maupun data-data
tertulis, penulis juga menggunakan cyber media,yaitu bahan melalui internet
untuk mendapatkan perkembangan berita terkini.
6. Teknik Analisis Bahan Hukum
Penulis mengguanakan interpretasi dan logika deduksi sebagai teknik analisis
bahan hukum dalam penelitian ini. Interpretasi atau penafsiran merupakan salah
satu metode penemuan hukum yang memberikan penjelasan yang gamblang
mengenai teks undang-undang agar ruang lingkup kaidah dapat ditetapkan
sehubungan dengan peristiwa tertentu. Adapun berdasarkan penemuan hukum
oleh hakim terdapat beberapa jenis interpretasi, diantaranya adalah interpretasi
gramatikal, interpretasi teleologis atau sosiologis, interpretasi sistematis,
interpretasi historis, interpretasi komparatif, dan interpretasi futuristik.
Interpretasi gramatikal yaitu penafsiran berdasarkan bahasa, interpretasi
teleologis atau sosiologis yaitu penafsiran berdasarkan tujuan kemasyarakatan
atau perundang-undangan disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang baru,
penafsitan sistematis sistematis adalah dengan menafsirkan undang-undang
sebagai bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan dengan jalan
menghubungkannya dengan undang-undang lain. Interpretasi historis yaitu
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makna undang-undang dapat dijelaskan dan ditafsirkan dengan jalan menelusuri
sejarah yang terjadi. Ada dua jenis interpretasi sejarah, diantaranya penafsiran
menurut sejarah undang-undang dan penafsiran menurut sujarah hukum.
Berikutnya ada penafsiran komparatif yaitu interpretasi yang hendak
memperoleh penjelasan dengan jalan memperbandingkan hukum, interpretasi
futuristik merupakan metode penafsiran yang bersifat antisipatif yaitu hendak
memperoleh penjelasan dari ketentuan perundang-undangan dengan berpedoman
pada undang-undang yang belum mempunyai kekuatan hukum. Beberapa jenis
interpretasi pada kenyataannya sering digunakan bersama-sama atau campur
aduk. Dapat dikatakan bahwa dalam setiap interpretasi atau penjelasan undang-
undang mencakup beberapa jenis penafsiran (Sudikno Mertokusumo, 2003:170-
173)
Berkenaan dengan pengkajian masalah penelitian dalam penelitian ini, penulis
menggunakan teknis analisis interpretasi teleologis atau sosiologis dan penafsiran
sistematis. Melalui interpretasi teleologis, penulis berupaya untuk menganalisis
keberadaan peraturan perundangan yang terkait dengan legitimasi kehalalan
produk dengan melihat perkembangan kondisi masyarakat saat ini, terkususnya
masyarakat muslim di Indonesia, yang berdampak pada tingkat pemalsuan
sertifikasi dan labelisasi halal produk. Penggunaan interpretasi sistematis
mencoba menganalisis peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang
kehalalan produk dengan kaidah-kaidah perundangan yang berlaku.
F. Sitematika
Untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai keseluruhan sisi penelitian,
pada penelitian ini akan dibagi menjadi empat bab dengan sistematika sebagai
berikut:
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BAB I : PENDAHULUAN
Dalam bab ini diuraikan mengenai Latar belakang masalah, Rumusan
Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian.
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA
Pada bab ini, penulis menguraikan teori-teori yang menjadi landasan dalam
penulisan hukum ini yang terdiri dari kerangaka teori dan kerangka pemikiran, antara
lain meliputi:
a. Kerangka Teori
1) Tinjauan tentang Hukum
2) Tinjauan tentang Konsumen dan Perlindungan Konsumen
3) Tinjauan tentang Hukum Islam
4) Tinjauan tentang Halal dan Haram
5) Tinjauan tentang Sertifikasi dan Labelisasi Halal
b. Kerangka Pemikiran
Memaparkan mengenai ide dilakukan penelitian, permasalahan, serta hasil
penulisan yang dituangkan dalam bentuk bagan.
BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Pada bab ini menguraikan hasil penelitian dan pembahasannya, yang
menjawab dari permasalahan, yaitu: 1) bagaimana pengaturan sertifikasi dan
labelisasi halal sebagai bentuk legitimasi kehalalan produk di Indonesia? Dan 2)
bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap pemalsuan sertifikasi dan labelisasi
halal?
BAB IV : PENUTUP
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Dalam bab ini, akan diuraikan mengenai kesimpulan dari hasil penelitian dan
pembahasan yang telah dilakukan pada bab ketiga sebagai jawaban singkat atas
permasalahan yang diteliti. Selanjutnya, penulis juga akan menyampaikan saran
terhadap hasil penelitian yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya.
DAFTAR PUSTAKA
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BAB II. TINJAUAN PUSTAKA
A. Kerangka Teori
1) Tinjauan tentang Hukum
Ilmu hukum mempunyai karateristik sebagai ilmu yang bersifat preskriptif
dan terapan. Sebagai ilmu yang bersifat preskriptif, ilmu hukum mempelajari
tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum
dan norma-norma hukum. Sebagai ilmu terapan ilmu hukum menetapkan standar
perosedur, ketentuan - ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aturan
hukum.
Sifat preskriptif keilmuan hukum ini merupakan sesuatu yang substansial
di dalam ilmu hukum. Hal ini tidak akan mungkin dapat dipelajari oleh disiplin
lain yang objeknya juga hukum. Suatu langkah awal dari substansi ilmu hukum
ini adalah perbincangan mengenai makna hukum di dalam hidup bermasyarakat.
Dalam hal ini ilmu hukum bukan hanya menempatkan hukum sebagai suatu
gejara sosial yang hanya dipandang dari luar; melainkan masuk kedalam hal yang
lebih esinsial yaitu sisi intriksik dari hukum. Dalam setiap perbincangan yang
demikian tentu saja akan menjawab pertanyaan mengapa dibutuhkan hukum
sedangkan sudah ada norma-norma sosial yang lain. Apakah yang diinginkan
dengan kehadiran hukum. Dalam perbincangan yang demikian, ilmu hukum akan
menyoal apa yang tujuan hukum. Dalam hal demikian apa yang menjadi
senyatanya ada berhadapan dengan apa yang seharusnya. Pada perbincangan




Hukum adalah sistem yang terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian
kekuasaan kelembagaan dari bentuk penyalahgunaan kekuasaan dalam bidang
politik, ekonomi dan masyarakat dalam berbagai cara dan bertindak, sebagai
perantara utama dalam hubungan sosial antar masyarakat terhadap kriminalisasi
dalam hukum pidana, hukum pidana yang berupayakan cara negara dapat
menuntut pelaku dalam konstitusi hukum menyediakan kerangka kerja bagi
penciptaan hukum, perlindungan hak asasi manusia dan memperluas kekuasaan
politik serta cara perwakilan di mana mereka yang akan dipilih
(http://id.wikipedia.org/wiki/Hukum#cite_note-4).
Hukum dalam bahasa Belanda dinamakan “Recht” yang berasal dari
bahasa Latin “Rechtum” yang berarti kebajikan, kebaikan. Selanjutnya kata latin
lainnya tebtang hukum adalah “Ius” yang berarti hukum, berasal dari kata
“lubere” artinya mengatur, memerintah. Kata “Ius” bertalian erat dengan
“Iustaita” atau keadilan. Pengertian hukum (law) dalam Black’Law Dictionary
yaitu: “That which is laid down, ordained, or established. A rule or method
according to which phenomena or actions co-exist or follow each other. Law, in
its generic sense, is a body of rule of actions or conduct prescribed by controling
authority, and having binding legal force”. (Herry Campbell Black, 1979:795)
Berikut beberapa definisi tentang hukum dari beberapa aliran ilmu hukum
yang dikemukakan oleh beberapa ahli (http://ilmuhukum76.
wordpress.com/2008/04/14/beberapa-definisi-hukum/):
1. Aliran Sosiologis
Roscoe Pound, memaknai hukum dari dua sudut pandang, yakni:
a. Hukum dalam arti sebagai tata hukum (hubungan antara manusia dengan
individu lainnya, dan tingkah laku para individu yang mempengaruhi
individu lainnya, atau tata sosial, atau tata ekonomi).
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b. Hukum dalam arti selaku kumpulan dasar-dasar kewenangan dari putusan-
putusan pengadilan dan tindakan administratif (harapan-harapan atau
tuntutan-tuntutan oleh manusia sebagai individu ataupun kelompok-
kelompok manusia yang mempengaruhi hubungan mereka atau menentukan
tingkah laku mereka).
c. Hukum bagi Rescoe Pound adalah sebagai “Realitas Sosial” dan negara
didirikan demi kepentingan umum & hukum adalah sarana utamanya.
d. Jhering berpendapat bahwa, “Law is the sum of the condition of social life
in the widest sense of the term, as secured by the power of the states
through the means of external compulsion” (Hukum adalah sejumlah
kondisi kehidupan sosial dalam arti luas, yang dijamin oleh kekuasaan
negara melalui cara paksaan yang bersifat eksternal).
e. Bellefroid mengartikan hukum, “Stelling recht is een ordening van het
maatschappelijk leven, die voor een bepaalde gemeenschap geldt en op
haar gezag is vastgesteid” (Hukum yang berlaku di suatu masyarakat
mengatur tata tertib masyarakat dan didasarkan atas kekuasaan yang ada di
dalam masyarakat itu).
2. Aliran Realis
Holmes berpendapat, “The prophecies of what the court will do… are
what I mean by the law” (apa yang diramalkan akan diputuskan oleh
pengadilan, itulah yang saya artikan sebagai hukum).
Llewellyn berpendapat, “What officials do about disputes is the law it
self “(apa yang diputuskan oleh seorang hakim tentang suatu persengketaan,
adalah hukum itu sendiri).
Salmond berpendapat, bahwa hukum dimungkinkan untuk
didefinisikan sebagai kumpulan asas-asas yang diakui dan diterapkan oleh
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negara di dalam peradilan. Dengan perkataan lain, hukum terdiri dari aturan-
aturan yang diakui dan dilaksanakan pada pengadilan.
3. Aliran Antropologi
Schapera berpendapat, “Law is any rule of conduct likely to be
enforced by the courts” (hukum adalah setiap aturan tingkah laku yang
mungkin diselenggarakan oleh pengadilan).
Gluckman berpendapat, “Law is the whole reservoir of rules on which
judges draw for their decisions” (hukum adalah keseluruhan gudang-aturan di
atas mana para hakim mendasarkan putusannya).
Bohannan berpendapat, “Law is that body of binding obligations which
has been reinstitutionalised within the legal institution” (hukum adalah
merupakan himpunan kewajiban-kewajiban yang telah dilembagakan kembali
dalam pranata hukum).
4. Aliran Historis
Karl von Savigny berpendapat, “All law is originally formed by custom
and popular feeling, that is, by silently operating forces. Law is rooted in a
people’s history: the roots are fed by the consciousness, the faith and the
customs of the people” (Keseluruhan hukum sungguh-sungguh terbentuk
melalui kebiasaan dan perasaan kerakyatan, yaitu melalui pengoperasian
kekuasaan secara diam-diam. Hukum berakar pada sejarah manusia, dimana
akarnya dihidupkan oleh kesadaran, keyakinan dan kebiasaan warga negara.
5. Aliran Hukum Alam
Aristoteles mengemukakan pendapatnya mengenai hukum adalah
sesuatu yang berbeda daripada sekedar mengatur dan mengekspressikan
bentuk dari konstitusi; hukum berfungsi untuk mengatur tingkah laku para
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hakim dan putusannya di pengadilan dan untuk menjatuhkan hukuman
terhadap pelanggar.
Menurut Thomas Aquinas, hukum adalah suatu aturan atau ukuran dari
tindakan-tindakan, dalam hal mana manusia dirangsang untuk bertindak atau
dikekang untuk tidak bertindak.
Jhon Locke berpendapat, bahwa hukum adalah sesuatu yang
ditentukan oleh warga masyarakat pada umumnya tentang tindakan-tindakan
mereka, untuk menilai/mengadili mana yang merupakan perbuatan yang jujur
dan mana yang merupakan perbuatan yang curang.
Emmanuel Kant berpendapat, bahwa hukum adalah keseluruhan
kondisi-kondisi dimana terjadi kombinasi antara keinginan-keinginan pribadi
seseorang dengan keinginan-keinginan pribadi orang lain, sesuai dengan
hukum-hukum tentang kemerdekaan.
6. Aliran Positifis
Jhon Austin, Hukum adalah seperangkat perintah, baik langsung
ataupun tidak langsung, dari pihak yang berkuasa kepada warga
masyarakatnya yang merupakan masyarakat politik yang independen, dimana
otoritasnya merupakan otoritas tertinggi.
Blackstone: Hukum adalah suatu aturan tindakan-tindakan yang
ditentukan oleh orang-orang yang berkuasa bagi orang-orang yang dikuasi,
untuk ditaati.
Hans Kelsen, Hukum adalah suatu perintah memaksa terhadap tingkah
laku manusia. Hukum adalah kaidah-kaidah primer yang menetapkan sanksi-
sanksi.
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2) Tinjauan tentang Konsumen dan Perlindungan Konsumen
a) Konsumen
Menurut Bab I, Ketentuan Umum, Pasal 1 butir 2 Undang-undang
Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Konsumen adalah
etiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersediadalam masyarakat,
baik untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk
hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Sedangkan menurut bab I,
Ketentuan Umum, pasal 1 butir 15 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999
tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat,
Konsumen adalah setiap pemakai dan/atau pengguna barang dan/atau jasa,
baik untuk kepentingan diri sendiri maupun kepentingan orang lain.
Orang yang dimaksudkan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999
tentang Perlindungan Konsumen wajiblah merupakan orang alami dan bukan
badan hukum. Sebab yang dapat memakai, menggunakan dan/atau
memanfaatkan barangdan/atau jasa untuk memenuhi diri sendiri, keluarga
orang lain lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan
hanyalah orang alami atau manusia.
Termasuk pengertian pemakai, pengguna dan/atau pemanfaat ini antara
lain adalah: pembeli barang dan/atau jasa, termasuk keluarga dan tamu-
tamunya, peminjam, penukar, pelanggan atau nasabah, pasien, dsb.
Pengertian Konsumen sesungguhnya dapat terbagai dalam tiga bagian, yaitu:
(1) Konsumen dalam arti umum, yaitu pemakai, pengguna dan/atau pemanfaat
barang dan/atau jasa untuk tujuan tertentu.
(2) Konsumen antara, yaitu pemakai, pengguna dan/atau pemanfaat barang
dan/atau jasa untuk diproduksi (produsen) menjadi barang/jasa lain atau
untuk memperdagangkannya (distributor), dengan tujuan komersial.
Konsumen antara sama dengan pelaku usaha; dan
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(3) Konsumen akhir, yaitu pemakai, pengguna dan/atau pemanfaat barang
dan/atau jasa konsumen untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri, keluarga
atau rumah tangganya dan tidak untuk diperdagangkan kembali.
Konsumen akhir inilah yang jelas-jelas diatur dalam Undang-undang
Perlindungan Konsumen.
b) Pelaku Usaha
Pelaku usaha adalah istilah yang digunakan oleh pembuat undang-
undang yang biasanya disebut pengusaha. Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia
(ISEI) menyebut empat kelompok besar kalangan pelaku ekonomi; tiga
diantaranya termasuk kelompok pengusaha (pelaku usaha, baik privat maupun
publik). Ketiga kelompok tersebut terdiri dari:
1. Kalangan investor, yaitu pelaku usaha penyedia dana untuk membiayai
berbagai kepentingan. Seperti perbankan, usaha leasing, “tengkulak”, dan
lain sebagainya.
2. Produsen, yaitu pelaku usaha yang membuat,memproduksi barang
dan/atau jasa dari barang-barang dan/atau jasa-jasa lain (bahan baku,
bahan tambahan/penolong dan bahan-bahan lainnya). Mereka dapat
terdiri dari orang/badan usaha yang berkaitan dengan pangan,
orang/badan usaha yang memproduksi sandang, orang/badan usaha yang
berkaitan dengan pembuatan perumahan, orang/badan usaha yang
berkaitan dengan jasa angkutan, peasuransian, perbakan, orang/badan
usaha yang berkaitan dengan obat-obatan, kesehatan, narkotika, dsb.
3. Distributor, yaitu pelaku usaha mendistribusikan atau memperdagangkan
barang dan/jasa tersebut kepada masyarakat, seperti pedagang secara
retail, pedagang kaki lima, warung, toko, supermarket, dsb.
c) Perlindungan Konsumen
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Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen,
menegaskan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang
menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada
konsumen (Pasal 1 butir 1). Kepastian untuk memberikan perlindungan kepada
konsumen itu antara lain adalah dengan meningkatkan harkat dan martabat
konsumen serta membuka akses informasi tentang barang dan/atau jasa
baginya, dan menumbuhkan sikap perilaku usaha yang jujur dan bertanggung
jawab.
Tujuan yang ingin dicapai dalam perlindungan konsumen (Pasal 3)
umumnya dapat dibagi dalam tiga bagian utama (Az. Nasution, 2004:4):
1) Memberdayakan konsumen dalam memilih, menentukan barangdan/atau
jasa kebutuhannya dan menuntuk hak-haknya;
2) Menciptakan sistem perlindungan hukum bagi konsumen yang memuat
unsur-unsur kepastian hukum, keterbukaan informasi dan akses untuk
mendapatkan informasi tersebut (Pasal 3 huruf d);
3) Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan
konsumen sehingga tumbuh sikap jujur dan bertanggunjawab.
Perlindungan Konsumen yang dijamin oleh undang-undang ini adalah
adanya kepastian hukum terhadap segala perolehan kebutuhan konsumen yang
bermula dari lahir sampai meninggal dunia. Kepastian itu meliputi segala upaya
berdasarkan hukum untuk memberdayakan konsumen memperoleh atau
menentukan pilihannya atas barang dan/atau jasa kebutuhan serta
memepertahankan atau membela hak-haknya apabila dirugikan oleh perilaku
pelaku usaha. (www.pemantauperadilan.com)
Untuk melindungi konsumen, undang-undang telah mengatur hak-hak
konsumen sebagai bentuk dari implementasi perwujudan negara sejahtera,
karena Undang-undang Dasar 1945 beserta amandemennya, disamping sebagai
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konstitusi politik juga disebut sebagai konstitusi  ekonomi, yaitu konstitusi yang
mengandung ide negara kesejahteraan yang tumbuh berkembang karena
pengaruh sosialisme sejak abad 19 (John Pieris&Wiwik Sri Widiarty, 2007:66).
Hak konsumen sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Nomor  8
Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, adalah sebagai berikut:
1) hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam
mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
2) hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang
dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta
jaminan yang dijanjikan;
3) hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan
jaminan barang dan/atau jasa;
4) hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa
yang digunakan;
5) hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya
penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
6) hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
7) hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak
diskriminatif;
8) hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian,
apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan
perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
9) hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan
lainnya. (pasal 4 UU Perlindungan Konsumen)
Hak-hak tersebut diatas merupakan hak yang sudah melekat bagi siapapun
yang berkedudukan sebagai konsumen, sekaligus sebagai subyek. Konsumen
harus diposisikan sebagai subyek. Sebagai subyek hukum, kepentingan dan
keselamatan harus terlindungi secara yuridis, juga harus diawasi proses
perlindungan itu oleh pemerintah. Dalam hal ini, produsen, penyalur, dan
penjual harus memiliki hati nurani untuk tidak merugikan konsumen. Hal ini
sangat penting untuk diperhatikan, sebab jika konsumen dirugikan, maka
produsen dan penyalur serta penjual harus bertanggungjawab.
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Pertanggungjawaban ini bukan saja dari aspek hukumnya, tetapi juga aspek
sosial dan moralnya. (John Pieris&Wiwik Sri Widiarty, 2007:67)
3) Tinjauan tentang Hukum Islam
a) Pengertian Hukum Islam
Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari dan menjadi bagian
agama Islam (Mohammad Daud Ali, 2005:42). Berkaitan hal tersebut, maka
sebelum melangkah lebih lanjut perlu adanya sedikit pembahasan mengenai
beberapa istilah yang berhubungan dengan penggunaan istilah hukum Islam
tersebut. Berikut beberapa istilah hukum islam, yaitu:
(1) Hukm dan Ahkam
Interaksi manusia dalam berbagai tata hubungan, baik hubungan
manusia dengan Tuhan, manusia lain, dirinya sendiri, maupun dengan
benda dalam masyarakat serta alam sekitarnya diatur oleh seperangkat
ukuran tingkah laku yang dalam bahasa Arab disebut hukm. Adapun akham
adalah bentuk jamak dari hukm tersebut (Mohammad Daud Ali, 2005:43)
Hukm menurut Hazairin sebagamana dikutip oleh Muhammad Daud
Ali adalah norma atau kaidah, yakni ukuran, tolok ukur, patokan, pedoman
yang dipergunakan untuk menilai tingkah laku atau perbuatan manusia dan
benda. Istilah ini memang hampir sama dengan hukum, sebab perkataan
hukum yang dipergunakan di Indonesia berasal dari kata hukm tersebut.
Dalam hukm inilah kemudian dikenal adanya hukum taklifi menurut
Masyfuk Zuhdi, yaitu norma atau kaidah hukum Islam yang mungkin
untuk melakukan atau tidak melakukan segala sesuatu perbuatan. Disebut
juga sebagai al-ahkam al-khamsah menurut Sajuti Thalib, yaitu ja’iz atau
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mubah atau ibadah, sunnat, makruh, wajib, dan haram (Mohammad Daud,
2005:44).
Hukum taklifi terbagi menjadi lima bagian karena hukum taklifi
menghendaki permintaan suatu pekerjaan. Jika tuntutannya itu terdiri atas
segi mewajibkan dan menetapkan, maka hukum itu adalah hukum wajib,
pengaruhnya adalah mewajibkan, yang dituntut pelaksanaannya adalah
wajib. Dan jika tuntutannya itu tidak atas tujuan mewajibkan atau
menetapkan, maka hukumnya adalah sunnat, pengaruhnya adalah
kesunnatan, yang dituntut pelaksanaannya adalah disunnatkan (al-
mandub). Dan apabila menghendaki larangan suatu pekerjaan, maka jika
tuntutan itu atas segi mewajibkan dan menetapkan, maka hukum itu dalah
haram, pengaruhnya adalah keharaman, yang dituntut berupa larangan
suatu pekerjaan itu adalah yang diharamkan (al-muharram). Dan jika
tuntutannya itu tidak atas segi mewajibkan dan menetapkan, maka hukum
itu adalah makruh, pengaruhnya adalah kemakruhan, yang dituntut berupa
meninggalkan pekerjaan itu adalh makruh. Dan apabila menghendaki
memerintah memilih kepada mukallaf di antara mengerjakan atau
meninggalkan, maka itu adalah mubah. Pengaruhnya adalah kebolehan dan
pekerjaan yang disuruh memilih diantara melaksanakan dan meninggalkan
adalah mubah (Abdul Wahhab Kallaf, 1996: 162).
(2) Syariat
Syariat secara harafiah adalah jalan kesumber (mata) air yakni jalan
lurus yang harus diikuti olah setiap muslim. Syariat memuat ketetapan-
ketetapan Allah dan ketentuan rasul-Nya, baik berupa larangan maupun
berupa suruhan, meliputi seluruh aspek hidup dan kehidupan manusia
(Mohammad Daud Ali, 2005:46).
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(3) Fiqih
Ilmu fiqih adalah ilmu yang bertugas menentukan dan menguraikan
norma-norma hukum dasar yang terdapat dalam Al Quran dan ketentuan-
ketentuan umum yang terdapat dalam Sunnah Nabi yang direkam dalam
kitab-kitab hadist. Dengan kata lain, ilmu fiqih, selain rumusan diatas,
adalah ilmu yang berusaha memahami hukum-hukum yang terdapat di
dalam Al Quran dan Sunnah Nabi Muhammad untuk diterapkan pada
perbuatan manusia yang telah dewasa, sehat akalnya, berkewajiban
melaksanakan hukum Islam. Hasil pemahaman tentang hukum Islam itu
disusun secara sistematis dalam kitab-kitab fiqih (Mohammad Daud Ali,
2005:48). Yang dimaksud dengan hukum fiqih adalah ketentuan-ketentuan
hukum yang dihasilkan oleh ijtihad para ahli hukum Islam (Mohammad
Daud Ali, 2005:51).
b) Jenis Sumber Hukum Islam
(1) Al Quran
Al Quran adalah kalam (diktum) Allah SWT yang diturunkan
olehNya dengan perantara Malaikat Jibril kedalam hati Rosulullah,
Muhammad bin Abdullah dengan lafazh (kata-kata) Bahasa Arab dan
dengan makna yang benar, agar manjadi hujjah Rasul SAW dalam
pengakuannya sebagai Rosulullah. Juga sebagai undang-undang yag
dijadikan pedoman ummat manusia dan sebagai amal bila dibacanya (Abdul
Wahab Khallaf, 1996:22).
Sayyid Hussein Nasr menyatakan bahwa Al Quran adalah inti sari
semua pengetahuan. Namun, pengetahuan yang terkandung di dalam Al
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Quran hanyalah benih-benih atau prinsip-prinsipnya saja (Mohammad
Daud Ali, 2005:79). Di dalamnya terdapat ajaran yang memberi
pengetahuan tentang struktur (susunan) kenyataan alam semesta dan posisi
berbagai makhluk termasuk manusia serta benda di jagad raya, petunjuk
yang menyerupai sejarah manusia, rakyat biasa, raja-raja, orang-orang suci,
para nabi sepanjang zaman dan segala cobaan yang menimpa mereka.
Selain itu, dalam Al Quran berisi sesuatu yang sulit untuk dijelaskan dalam
bahasa biasa karena berasal dari firman Tuhan (Mohammad Daud Ali,
2005:81)
Menurut pandangan Islam, hukum-hukum yang terkandung dalam Al
Quran adalah:
(a) Hukum-hukum i’tiqadiyah, yaitu hukum-hukum yang berkaitan dengan
kewajiban para subyek hukum untuk mempercayai Allah, malaikat-
malaikatNya, kitab-kitabNya, rasul-rasulNya, hari pembalasan, kada
dan kadar;
(b) Hukum-hukum akhlak, yaitu hukum-hukum Allahyang berhubungan
dengan kewajiban seorang subyek hukum untuk ‘menghiasi’ dirinya
dengan sifat-sifat keutamaan dan menjauhkan diri dari sifat-sifat yang
tercela;
(c) Hukum-hukum amaliyah yakni hukum-hukum yang bersangkutan
dengan perkataan-perkataan, perbuatan, perjanjian, dan hubungan
kerjasama antar sesama manusia. Terbagi atas:
i) Hukum ibadah, yakni hukum yang mengatur hubungan antara
manusia dengan Allah dalam mendirikan salat, melaksanakan
ibadah puasa, mengeluarkan zakat dan melakukan ibadah haji;
ii) Hukum-hukum muamalah, yakni semua hukum yang mengatur
hubungan manusia dengan manusia, baik hubungan antar pribadi
maupun hubungan antar orang perorangan dalam masyarakat.
(Mohammad Daud Ali, 2005:84)
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(2) As Sunnah (Al Hadist)
As Sunnah atau Al Hadist adalah sumber hukum Islam kedua
setelah Al Quran, berupa perkataan (sunnah qauliyah), perbuatan (sunnah
fa’liyah), dan sikap diam (sunnah taqriyah atau sunnah sukutiyah)
Rasulullah yang sekarang tercatat dalam kitab-kitab hadist. Ia merupakan
penafsiran serta penjelasan otentik tentang Al Quran ((Mohammad Daud
Ali, 2005:97).
Menurut istilah syara, As-sunnah adalah yang datang dari Rasulullah
SAW, baik itu ucapan, perbuatan, maupun pengakuan (taqrir). Sedangkan
As-sunnah menurut Qauliyah (ucapan) adalah hadist-hadist Rasulullah
SAW yang diucapkan dalam berbagai tujuan dan persesuaian atau situasi
(Abdul Wahab Khallaf, 1996:47).
Shah Abdul Hannan dalam tulisannya “Usul Al Fiqh (Islamic
Jurisprudence) mengklasifikasikan Sunnah menjadi tiga, yaitu:
“The Hadith has also been classified into Sahih, Hasan and Daif.
Hadith is called Sahih (that is excellent in terms of quality of
narrators - not in the sense of Qati or absolutely correct), if it is
reported by Thiqat Sabitun (highly trustworthy) or by Thiqat
(trustworthy) narrator. A Hadith is considered Hasan if among the
narrators are included (apart from the categories of narrators of
Sahih hadith) some persons who are Sadiq(truthful),Sadiq
Yahim(truthful but commits error) and Maqbul(accepted that is
there is no proof that he is unreliable).A hadith is considered Daif if
among the reporters are any Majhul person(that is unknown person
in terms of identity or conduct) or if there is any Fasiq(violator of
any important practice) or any liar.” (Shah Abdul Hannan,
2007:10)
(3) Akal Pikiran (al-Ra’yu atau ijtihad)
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Sumber hukum Islam ketiga adalah akal pikiran manusia yang
memenuhi syarat untuk berusaha, berikhtiar dengan seluruh kemampuan
yang ada padanya memahami kaidah-kaidah hukum yang fundamental yang
terdapat dalam Al Quran, kaidah-kaidah hukum yang bersifat umumyang
terdapat dalam sunnah nabi dan merumuskan menjadi garis-garis hukum
yang diterapkan pada kasus tertentu (Mohammad Daud Ali, 2005:112).
Secara harafiah ra’yu berarti pendapat dan pertimbanga. Seseorang yang
memiliki persepsi mental dan mempertimbangkan yang bijaksana disebut
orang yang mempunyai ra’yu atau dzu’l ra’y (Mohammad Daud Ali,
2005:115).
Bernard Weiss menjelaskan mengenai ijtihad adalah sebagai berikut
:
“Ijtihad literally means "en- deavor" or "self-exertion." In legal
usage it refers to the endeavor of a jurist to formulate a rule of law
on the basis of evidence (dalil) found in the sources. Ijtihad is
contrasted to taqlid, or "imitation," a term which refers to the
acceptance of a rule, not on the basis of evidence drawn directly
from the sources, but on the authority of other jurists. Essential to
the meaning of the term ijtihad is the concept that the endeavor of
the jurist involve a total expenditure of effort, a point to be discussed
more fully later.” (Bernard Weiss, 2003:2)
Menurut Othman Ishak sebagaimana dikutip Mohammad Daud Ali,
ijtihad berasal dari kata jahada yang artinya bersungguh-sungguh atau
mencurahkan segala daya dalam berusaha. Dalam hubungannya dengan
hukum, ijtihad adalah usaha atau ikhtiar yang sungguh-sungguh dengan
mempergunakan segenap kemampuan yang ada serta dilakukan oleh ahli
hukum yang memenuhi syarat yang ada untuk merumuskan garis hukum
yang belum jelas atau tidak ada ketentuannya dalam Al Quran atau Sunnah
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Rasul (Mohammad Daud Ali, 2005:116). Adapun metode dalam melakukan
ijtihad adalah sebagai berikut:
a) Ijma’
Ijma’ ialah kesempatan semua mujtahidin di antara ummat Islam pada
suatu masa setelah kewafatan Rasulullah SAW atas hukum syar’i
mengenai suatu kejadian/kasus (Abdul Wahab Khallaf, 1996:64).
b) Qiyas
Al Qiyas menurut bahasa ialah mengukur sesuatu dengan benda lain
yang dapat menyamainya. Dapat juga dikatakan Qiyas ialah
menyamakan, karena mengukur sesuatu dengan benda lain yang dapat
menyamainya berarti menyamakan diantara dua benda tersebut.
Sedangkan menurut Ulama Ushul, Qiyas ialah menhubungkan suatu
kejadian yang tidak ada nashnya dalam hukum yang telah ditetapkan
oleh nash karena adanya kesamaan dua kejadian tersebut dalam illat
hukumnya (Abdul Wahab Khallaf, 1996:76)
c) Istidal
Menurut A. Siddik (A. Sidiik, 1982:225) sebagaimana dikutip
Mohammad Daud Ali, istidal adalah menarik kesimpulan dari dua hal
yang berlainan. Misalnya menarik kesimpulan dari adat iastiadat dan
hukum agama yang diwahyukan sebelum Islam. Adat yang telah lazim
dalam masyarakat dan tidak bertentangan dengan hukum Islam dan
hukum agama yang diwahyukan sebelum Islam, tetapi tidak dihapuskan




Masalih al-mursalah atau disebut juga maslahat mursalah adalah cara
menemukan hukum sesuatu hal yang tidak terdapat ketentuannya baik
di dalam Al Quran maupun dalam kitab-kitab hadist, berdasarkan
pertimbangan kemaslahatan masyarakat atau kepentingan umum
(Mohammad Daud Ali, 2005:121).
Pendekatan hukum itu tidak dimaksudkan kecuali untuk merealisir
kemaslahatan umat manusia. Artinya mendatangkan keuntungan bagi
mereka dan menolak mudhrat serta menghilangkan kesulitan
daripadanya (Abdul Wahab Khallaf, 1996:127).
e) Istihsan
Istihsan menurut bahasa ialah menganggap baik sesuatu, sedangkan
menurut istilah Ulama Ushul ialah berpindahnya seorang mujtahid dari
tuntutan Qiyas Jali (Qiyas nyata) kepada Qiyas Khafi (Qiyas samar)
(Abdul Wahab Khallaf, 1996:120)
f) Istishab
Istishab menurut bahasa arab adalah mengakui adanya hubungan
perkawinan. Sedangan menurut istilah Ulama Ushul, Istishab yaitu
menetapkan sesuatu menurut keadaan sebelumnya sehingga terdapat
dalil yang menunjukkan perubahan keadaan, atau menjadikan hukum
yang telah ditetapkan pada masa lampau secara kekal menurut keadaan




‘Urf ialah sesuatu yang telah sering dikenal oleh manusia dan telah
menjadi tradisinya, baik berupa ucapan atau perbuatan dan/atau hal
meninggalkan sesuatu juga disebut adat (Abdul Wahab Khallaf,
1996:134)
4) Tinjauan tentang Halal dan Haram
Dasar pertama yang ditetapkan Islam, ialah bahwa asal sesuatu yang
dicipta Allah adalah halal dan mubah. Tidak ada satupun yang haram, kecuali
karena ada nas yang sah dan tegas dari syar’i (yang berwenang membuat hukum
itu sendiri, yaitu Allah dan Rasul) yang mengharamkannya. Kalau tidak ada nas
yang sah, misalnya karena ada sebagian Hadis lemah, atau tidak ada nas yang
tegas (sharih) yang menunjukkan haram, maka hal tersebut tetap sebagaimana
asalnya, yaitu mubah. (Yusuf Qardawi, 2003:1)
Halal adalah boleh. Pada kasus makanan, kebanyakan makanan termasuk
halal kecuali secara khusus disebutkan dalam Al Qur’an atau Hadits. Haram
adalah sesuatu yang Allah SWT melarang untuk dilakukan dengan larangan yang
tegas. Setiap orang yang menentangnya akan berhadapan dengan siksaan Allah di
akhirat. Bahkan terkadang juga terancam sanksi syariah di dunia ini.
“Halal food means food fit for human consumption and permitted by
Hukum Syara’ and fulfill the following conditions:
(a) the food or its ingredients that do not contain any parts or products of
animals that are non-halal to Muslims according to Hukum Syara’ or
products of animals which are not slaughtered according to Hukum
Syara’;
(b) the food does not contain any ingredients that are najis according to
Hukum Syara’;
(c) the food that is safe and not harmful;
(d) the food that is not prepared, processed or manufactured using
equipment that is contaminated with things that are najis according to
Hukum Syara’;
(e) the food or its ingredients do not contain any human parts or its
derivatives that are not permitted by Hukum Syara’;
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(f) during its preparation, processing, packaging, storage or
transportation, the food is physically separated from any other food
that does not meet the requirements stated in items (a), (b), (c), (d) or
(e) or any other things that have been decreed as najis by Hukum
Syara’.” (Piawai Brunei Darussalam, 2007:7)
Halal Dan Haram Berdasarkan Al Qur’an (Panduan Umum Sistem Jaminan Halal,
2008: 42-44) :
1. Al-Baqarah 168 :
“Hai sekalian umat manusia makanlah dari apa yang ada di bumi ini secara
halal dan baik. Dan janganlah kalian ikut langkah-langkah syetan.
Sesungguhnya ia adalah musuh yang nyata bagi kalian”.
2. Al-Baqarah 172-173 :
“Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezki yang baik-
baik yang Kami berikan kepada kalian dan bersyukurlah kepada Allah,
jika benar-benar kepada-Nya kalian menyembah. Sesungguhnya Allah
hanya mengharamkan bagi kalian bangkai, darah, daging babi dan
binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Barang siapa dalam
keadaanterpaksa, sedangkan ia tidak berkehendak dan tidak
melampaui batas, maka tidaklah berdosa. Sesungguhnya Allah Maha
Pengampun lagi Maha Pengasih”.
3. Al-Anam 145 :
“Katakanlah, saya tidak mendapat pada apa yang diwahyukan
kepadaku sesuatu yang diharamkan bagi yang memakannya, kecuali
bangkai, darah yang tercurah, daging babi karena ia kotor atau
binatang yang disembelih dengan atas nama selain Allah. Barangsiapa
dalam keadaan terpaksa sedangkan ia tidak menginginkannya dan
tidak melampaui batas, maka tidaklah berdosa. Sesungguhnya Allah
Maha Pengampun lagi Maha Pengasih”.
4. Al-Maidah 3 :
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“Diharamkan bagi kalian bangkai, darah, daging babi, hewan yang
disembelih dengan atas nama selain Allah, yang tercekik, yang
dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas
kecuali yang kalian sempat menyembelihnya. Dan diharamkan pula
bagi kalian binatang yang disembelih di sisi berhala”.
5. Al-Maidah 90-91 :
“Wahai orang-orang yang beriman sesungguhnya meminum khamr,
berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah
adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syetan. Maka jauhilah
perbuatan-perbuatan itu agar kalian mendapat keberuntungan.
Sesungguhnya syetan itu hendak menimbulkan permusuhan dan
perbencian di antara kalian lantaran meminum khamr dan berjudi dan
menghalangi kalian dari mengingat Allah dan shalat, maka apakah
kalian berhenti dari mengerjakan pekerjaan itu.”
6. Al-Maidah 96 :
“Dihalalkan untuk kalian binatang buruan laut dan makanannya”.
7. Al-A’raf 157 :
“Dia menghalalkan kepada mereka segala yang baik dan mengharamkan
kepada mereka segala yang kotor”
5) Tinjauan tentang Sertifikasi dan Labelisasi Halal
Pengertian Sertifikasi Halal dan Labelisasi Halal
Sertifikasi halal dan labelisasi halal merupakan dua kegiatan yang berbeda
tetapi mempunyai keterkaitan satu sama lain. Sertifikasi halal dapat didefinisikan
sebagai suatu kegiatan pengujian secara sistematik untuk mengetahui apakah suatu
barang yang diproduksi suatu perusahaan telah memenuhi ketentuan halal. Hasil
dari kegiatan sertifikasi halal adalah diterbitkannya sertifikat halal apabila produk
yang dimaksudkan telah memenuhi ketentuan sebagai produk halal. Sertifikasi halal
dilakukan oleh lembaga yang mempunyai otoritas untuk melaksanakannya.
lTujuan akhir dari sertifikasi halal adalah adanya pengakuan secara legal formal
bahwa produk yang dikeluarkan telah memenuhi ketentuan halal. Sedangkan
labelisasi halal adalah pencantuman tulisan atau pernyataan halal pada kemasan




Di Indonesia lembaga yang otoritatif melaksanakan Sertifikasi Halal adalah
Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang secara teknis ditangani oleh Lembaga
Pengkajian Pangan Obat-obatan, dan Kosmetika (LPPOM). Sedangkan kegiatan
labelisasi halal dikelola oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
Dalam pelaksanaannya di Indonesia, kegiatan labelisasi halal telah
diterapkan lebih dahulu sebelum sertifikasi halal. Di Indonesia peraturan yang
bersifat teknis yang mengatur masalah pelabelan halal antara lain keputusan
bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Agama RI No.
427/Men.Kes/SKBMII/1985 (Nomor 68 Tahun 1985) Tentang Pencantuman
Tulisan Halal Pada Label Makanan. Pada peraturan ini disebutkan sebagai
berikut:
Pasal 2, "Produsen yang mencantumkan tulisan "halal" pada label/penandaan
makanan produknya bertanggung jawab terhadap halalnya makanan tersebut bagi
pemeluk agama Islam.
Pasal 3, "Produsen sebagaimana dimaksud pada pasal 2 keputusan bersama ini
berkewajiban menyampaikan laporan kepada departemen kesehatan RI dengan
mencantumkan keterangan tentang proses pengolahan dan komposisi bahan yang
digunakan"
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Pasal 4 ayat (1), "Pengawasan preventif terhadap pelaksanaan ketentuan
pasal 2 keputusan bersama ini dilakukan oleh Tim Penilaian Pendaftaran Makanan
pada Departemen Kesehatan RI cq. Direktorat Jenderal Pengawasan Obat Dan
Makanan".
Berdasarkan peraturan tersebut ijin pencantuman label didasarkan atas
hasil laporan sefihak perusahaan kepada departemen kesehatan RI tentang proses
pengolahan dan komposisi bahan, belum didasarkan atas sertifikasi halal.
Adapun kegiatan sertifikasi halal di Indonesia baru dilakukan semenjak
didirikan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis
Ulama Indonesia (LPPOM MUI) tahun l989.
Sedangkan ketentuan teknis tentang pelaksanaan labelisasi yang
didasarkan atas hasil sertifikasi halal baru dikeluarkan tahun 1996 yaitu
Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor: 924/Menkes/SK/VII/1996 tentang
Perubahan atas Keputusan Menteri Kesehatan No. 82 Menkes/SK/I/1996 tentang
Pencantuman Tulisan Halal pada Label Makanan.
Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor: 924/Menkes/SK/VII/1996
tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kesehatan No. 82 Menkes/SK/I/1996
Tentang Pencantuman Tulisan Halal pada Label Makanan disebutkan dalam Pasal
8: "Produsen dan importir yang akan mengajukan permohonan pencantuman tulisan
"halal" wajib siap diperiksa oleh petugas tim gabungan dari Majelis Ulama Indonesia
dan Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan yang ditunjuk oleh Direktur
Jenderal".
Pasal 10: "(1) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pasal 8 dari hasil
pengujian laboratorium sebagaimana dimaksud pasal 9 dilakukan evaluasi oleh tim
ahli Majelis Ulama Indonesia. (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1)
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disampaikan kepada Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia untuk memperoleh
fatwa. (3) Fatwa Majelis Ulama Indonesia sebagaimana dimaksud ayat (2) berupa
pemberian sertifikat halal bagi yang memenuhi syarat atau berupa penolakan".
Pasal 11: "Persetujuan pencantuman tulisan "halal" diberikan berdasarkan
fatwa dari Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia".
Pasal 12: "(1) berdasarkan Fatwa dari Majelis Ulama Indonesia. Direktur
Jenderal memberikan: (a) persetujuan bagi yang memperoleh sertifikat "Halal", (b)
penolakan bagi yang tidak memperoleh sertifikat "halal". (2) penolakan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) huruf b diberikan secara tertulis kepada pemohon disertai
alasan penolakan".
Pasal 17: "Makanan yang telah mendapat persetujuan pencantuman tulisan
"Halal" sebelum ditetapkannya keputusan ini, harus menyesuaikan dengan ketentuan
dalam keputusan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak tanggal ditetapkannya
keputusan ini".
Berdasarkan ketentuan di atas maka ijin pencantuman label halal
dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan Depkes RI
(sekarang menjadi Badan Pengawas Obat dan Makanan/Badan POM) berdasarkan
sertifikat halal yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonsia (MUI). Kegiatan
sertifikasi halal secara operasional ditangani oleh LPPOM MUI.
Peraturan yang lebih tinggi yang menaungi atas ketentuan sertifikasi dan
labelisasi halal antara lain Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan
dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pada
pasal 34 (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan disebutkan:
"Setiap orangyang menyatakan dalam label atau iklan bahwa pangan yang
diperdagangkan adalah sesuai dengan persyaratan agama atau kepercayaan tertentu
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bertanggung jawab atas kebenaran pernyataan berdasarkan persyaratan agama atau
kepercayaan tersebut".
Pada Penjelasan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 Pasal 34 (1) disebutkan:
"Dalam ketentuan ini, benar tidaknya suatu pernyataan halal dalam label atau iklan
tentang pangan tidak hanya dapat dibuktikan dari segi bahan baku pangan, bahan
tambahan pangan, atau bahan bantu lain yang dipergunakan dalam memproduksi
pangan, tetapi mencakup pula proses pembuatannya ".
Selanjutnya dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen Pasal 8 (h) disebutkan.
"Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau
jasa yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana
pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label”
Dan dalam Pasal 62 (1) disebutkan:
"Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, dst,
dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling
banyak Rp. 2.000.000.000,00- (dua milyar rupiah)".
Perusahaan yang akan melakukan pelabelan halal secara legal harus
melakukan sertifikasi halal. Hal ini untuk menghindari adanya pernyataan halal
yang tidak valid. Suatu perusahaan yang membuat pernyataan halal secara tidak
valid dapat dikenakan sanksi sesuai dengan Pasal 62 ayat 1 Undang-undang
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Proses pelaksanaan penelitian dan penulisan hukum ini merupakan suatu
rangkaian pemikiran yang diarahkan secara sistematis sesuai dengan tujuan yang
hendak dicapai. Kerangka pemikiran dalam penulisan hukum ini dapat dilihat pada
bagan berikut ini:
Gambar 1 : Bagan kerangka Pemikiran
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Keterangan Bagan:
Produk-produk konsumsi baik pangan maupun obat-obatan wajib
menyertakan informasi terkait kandungan yang berada didalamnya. Hal ini
sebagaimana telah tercantum dalam Undang-undang. Kehalalan terkait sebuah produk
menjadi sangat penting bagi konsumen, terutama konsumen muslim. Yang mana
notabene hal tersebut merupakan tuntutan wajib (syariat) bagi umat Islam.
Majelis Ulama Indonesia melalui Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan
dan Kosmetika (LPPOM) diberi tanggung jawab untuk menangani persoalan
sertifikasi dan labelisasi halal produk. Namun permasalahannya yang muncul adalah
masih banyaknya produk-produk yang belum memiliki sertifikasi dan belum berlabel
halal. Selain itu juga munculnya label-label halal palsu yang belum jelas apakah
produk-produk tersebut benar-benar memenuhi kriteria halal atau tidak. Sampai saat
ini produsen atau perusahaan yang mendaftarkan produknya untuk memperoleh
sertifikasi dan labelisasi halal hanya berdasarkan kesadaran, bukan karena sebuah
tuntutan atas berlakunya undang-undang.
Peraturan perundang-undang yang belum memberikan suatu kepastian
menjadi alasan kenapa produsen atau perusahaan merasa tidak memiliki kewajiban
untuk mendaftarkan produknya. Faktor utamanya adalah terjadinya tumpang tindih
antara peraturan satu dengan lainnya, tidak singkronnya peraturan diatas dengan
peraturan dibawahnya yang mengatur tentang sertifikasi dan labelisasi halal. Hal ini
yang dinilai sebagai penyebab terjadinya pemalsuan.
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Sehingga timbul pertanyaan dari penulis untuk meneliti bagaimana
pengaturan sertifikasi dan labelisasi halal dalam upaya sebuah bentuk perlindungan
hukum terhadap pemalsuannya.
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BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Pengaturan Sertifikasi dan Labelisasi Halal sebagai Bentuk Legitimasi
Kehalalan Produk di Indonesia
1. Pengaturan dalam perspektif Hukum Islam
Indonesia merupakan negara hukum. Sebagai konsekuensi dari pernyataan
”negara hukum” tersebut, maka di negara ini hukum kemudian menjadi suatu acuan,
pedoman atau dasar dalam bersikap tindak di negara ini. Bila ditinjau dari kedudukan
hierarki perundang-undangan yang ada, maka kedudukan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Selanjutnya disebut sebagai UUD 1945),
sampai saat ini masih merupakan sumber hukum tertinggi yang menjadi landasan dan
acuan bagi pembentukan dan pelaksanaan ketentuan perundang-undangan lain yang
berada di bawahnya.
Merujuk pada ketentuan Pasal 29 UUD 1945, sebagaimana telah
diamandemen menjadi Pasal 28 (e), yang secara tegas tidak saja memberikan jaminan
kebebasan untuk memilih dan memeluk agama sesuai dengan kepercayaannya
masing-masing namun juga telah memberikan jaminan keamanan untuk
melaksanakan aktivitas keagamaannya secara penuh. Dalam menerjemahkan
ketentuan Pasal 29 UUD 1945 tersebut, mengutip apa yang dikemukakan oleh
Muchsin tentang pendapat Hazairin dalam bukunya yang berjudul Demokrasi
Pancasila disebutkan bahwa :
1. Dalam Negara Republik Indonesia tidak boleh terjadi atau berlaku suatu yang
bertentangan dengan kaidah Islam bagi umat Islam, atau yang bertentangan
dengan kaidah-kaidah agama Nasrani bagi umat Nasrani, atau yang bertentangan
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dengan kaidah-kaidah hindu bagi orang-orang Hindu Bali, atau yang bertentangan
dengan kessulaan Budha bagi orangorang Budha.
2. Negara Republik Indonesia wajib menjalankan syariat Islam bagi orang Islam,
syariat Nasrani bagi orang Nasrani dan syariat Hindu Bali bagi orang Hindu Bali,
sekedar menjalankan syariat tersebut memerlukan pelantaraan kekuasaan Negara.
3. Syariat yang tidak memerlukan bantuan kekuasaan Negara untuk
menjalankannya, dan karena itu dapat sendiri dijalankan oleh setiap pemeluk
agama yang bersangkutan, menjadi kewajiban pribadi terhadap Allah bagi setiap
orang itu, yang dijalankannya sendiri menurut agama masing-masing.
Islam, sebagai salah satu agama yang senantiasa terikat pada ketentuan hukum
syariah, dengan demikian memiliki hak untuk memperoleh perlindungan hukum
dalam pelaksanaan syariat agama Islam dalam kehidupan sehari-hari, termasuk salah
satunya dalam aspek pangan.
Islam merupakan agama yang senantiasa memegang teguh ajaran dan aturan
yang ditetapkan oleh Allah SWT dalam setiap aspek kehidupan. Seperangkat norma
atau kaidah yang mengatur perihal pedoman bersikap tindak yang didasarkan pada
ajaran Islam tersebut sering dikenal sebagai Syariah Islam atau Hukum Islam.
Adapun yang menjadi sumber Hukum Islam, dalam ketentuan Al-Quran disebutkan “
hai orang-orang yang beriman, Ikutilah Allah, dan ikutilah Rasul, dan Ulil Amri dari
pada kamu”. Yang menyatakan bahwa sumber hukum Islam yang pertama adalah al-
Quran dan Sunnah Rasul, dan jika suatu perkara hukum tidak didapati dalam al-
Quran atau Sunnah maka barulah dipergunakan ijtihad ulil amri (pendapat ulama).
Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, bahwa Hukum Islam tersebut
berlaku bagi seluruh aspek kehidupan, termasuk didalamnya perihal ketentuan apa
yang boleh dan tidak boleh dimakan oleh kaum Muslim karena dalam Islam makanan
merupakan tolak ukur dari segala cerminan penilaian awal yang dapat mempengaruhi
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perilaku seseorang. Makanan bagi umat Islam tidak semata-mata dipandang sebagai
sarana pemenuhan kebutuhan lahiriah semata, namun juga merupakan bagian dari
kebutuhan spiritual yang mutlak harus dilindungi. Sebagaimana dikutip oleh Thoebib
Al-Asyhar mengenai pendapat Prof. KH. Ibrahim Hosein yang menyatakan bahwa
“halal haram bukanlah persoalan sederhana yang dapat diabaikan melainkan masalah
yang amat penting dan mendapat perhatian dari ajaran agama Islam secara
umum”(Thoeib Al-Asyhar, 2003:76). Oleh karena itu, aspek kehalalan suatu
makanan yang dikonsumsi oleh seorang muslim dalam hal ini mutlak harus
memperoleh perlindungan.
Adapun yang dimaksud dengan halal ditinjau dari segi bahasa adalah “perkara
atau perbuatan yang diperbolehkan, diharuskan, diizinkan atau dibenarkan menurut
syariat Islam”(Imam Masykoer Ali, 2003:22), sedangkan haram adalah perkara atau
perbuatan yang dilarang atau tidak diperbolehkan menurut syariat Islam.
DR. Yusuf Qhardawi, seorang ahli pemikir Islam menyatakan bahwa :
Halal adalah sesuatu yang dengannya terurailah buhul yang membahayakan
dan Allah memperbolehkan untuk dikerjakan,sedangkan haram ialah sesuatu
yang Allah melarang untuk dilakukan dengan larangan tegas, setiap orang
uang menentanggnya akan berhadapan dengan siksaan akhirat, bahkan
terkadang ia juga terancam sanksi syariah di dunia ini.(Yusuf Qardawi,
2003:31)
Pernyataan dari Yusuf Qhardawi tersebut mengisyaratkan bahwa pengaturan
perihal adanya makanan yang diharamkan dalam agama Islam pada dasarnya
merupakan suatu bentuk perlindungan terhadap jasmani seorang muslim, dimana
dalam hal beliau menyebutkan pula bahwa :
Pengharaman terhadap suatu hal terjadi karena adnaya suatu keburukan dan
kemudharatan, karena itu sesuatu yang mudharatnya mutlak adalah haram dan
yang manfaatnya mutlak adalah halal. Sedang yang mudharatnya lebih besar
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dibanding manfaatnya adalah haram, yang manfaatnya lebih besar adalah
halal. (Yusuf Qardawi, 2003:52)
Berdasarkan uraian tersebut dapat penulis simpulkan bahwa makanan yang halal pada
dasarnya adalah makanan sehat dan yang membawa kebaikan pada diri seorang
muslim.
Pengaturan perihal perintah untuk hanya memakan makanan halal dalam
ketentuan Hukum Islam dapat ditemukan dalam beberapa sumber Hukum Islam yang
ada.
Dalam Ketentuan Al-Quran surah Al-Mukminun disebutkan “Hai Rasul-
Rasul, makanlah dari makanan yang baik, dan kerjakanlah amal yang saleh.
Sesungguhnya Aku Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ketentuan ayat
tersebut menggariskan bahwa, Allah mengisyaratkan betapa pentingnya
mengkonsumsi makanan yang halal dan baik. Hal tersebut tidak saja ditujukan bagi
kaum muslim pada saat ini, namun jauh sebelum itu yakni pada masa Rasul- Rasul
Allah telah memerintahkan kepada mereka untuk hanya memakan makanan yang
baik dan halal saja.
Beberapa ketentuan yang terdapat dalam Al-Quran juga memerintahkan untuk
hanya memakan makanan yang baik dan halal saja. Seperti yang terdapat dalam
ketentuan Al-Quran sebagai berikut “Dan makanlah makanan yang halal lagi baik
dari apa yang Allah telah rizkikan kepadamu, dan bertaqwalah kepada Allah yang
kamu beriman Kepada-Nya”. Dari ketentuan ayat tersebut dapat dilihat bahwa dalam
hal ini, bagi mereka yang memeluk agama Islam memakan makanan yang halal
adalah sebagai salah satu wujud dan cara beriman kepada Allah SWT. Seperti juga
yang digariskan dalam ayat berikut ini :
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Hai orang-orang yang beriman, makanlah diantara rizki yang baik-baik yang kami
berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu benarbenar hanya
kepada-Nya kamu menyembah.
Bunyi ayat tersebut semakin menguatkan perintah Allah kepada umat Islam
untuk senantiasa beriman kepada Allah, dan salah satu wujud keminanan tersebut
adalah dengan cara menaati perintahnya dalam bentuk hanya memakan makanan
yang baik dan halal. Pada surah dan ayat yang lain, penekanan untuk memakan
makanan yang halal kembali disebutkan secara jelas, sebagaimana yang terkandung
dalam bunyi ketentuan Al-Quran berikut ini “Maka makanlah yang halal dan baik
dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu; dan syukurilah nikmat Allah,jika
kamu hanya kepada-Nya menyembah”.
Berdasarkan beberapa bunyi ayat diatas dapat dilihat betapa aspek makanan
dapat menjadi suatu hal yang sangat penting dan turut pula mempengaruhi tingkat
keimanan seorang muslim dalam  menjalankan syariat Islam dalam kehidupan sehari-
harinya.
Selanjutnya dalam sumber Hukum Islam yang kedua, amanat untuk senantiasa
mengkonsumsi makanan halal juga dapat ditemukan dalam beberapa hadits yang
yang diriwatkan oleh para perawi hadits. Dalam salah satu hadits, Abu Hurairah
meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda “Wahai manusia, sesungguhnya
Allah itu maha baik, dia tidak menerima kecuali hal yang baik-baik”, dari hadits
tersebut dapat dilihat bahwa Rasul mengamanatkan kepada manusia untuk beribadah
dan menjalani hidup dengan suatu hal yang baik, karena sebagaimana dalam
pandangan Islam bahwa setiap manusia pada akhirnya akan kembali menghadap
Allah sang pencipta. Mengingat Allah dengan sifatnya yang maha baik, maka
Rasulullah SAW menghendaki setiap dari kaum muslim untuk kembali kehadapan
Allah dalam keadaan baik pula, untuk itu maka setiap muslim dituntut untuk
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senantiasa menjalani kehidupannya dengan kebaikan tanpa kecuali, perbuatan yang
dilakukan maupun makanan yang ia makan hendaklah berasal dari suatu hal yang
baik, niat yang baik dan merupakan jenis serta bagian dari suatu hal yang baik pula.
Dalam hadits lain Imam Muslim juga meriwayatkan bahwa:
Rasulullah pernah menyebutkan seseorang yang jauh perjalanannya dengan
rambutnya yang acak-acakan berdoa mengadahkan tangannya ke langit sambil
berkata “Wahai Tuhan, Wahai Tuhan” sedangkan makanan, minuman dan
pakaiannya adalah sesuatu yang haram. Maka bagaimana mungkin doanya
terkabulkan?
Berdasarkan ketentuan hadits tersebut dapat dilihat bahwasannya halal dan
haramnya suatu makanan, minuman yang dimakan atau pun pakaian yang dipakai
oleh seorang muslim akan sangat mempengaruhi dikabulkan atau tidaknya doa
seorang muslim oleh Allah Swt. Oleh karena itu, dalam melaksanakan kehidupan
sehari-hari dan aplikasi pola kehidupan seorang muslim akan senantiasa berdampak
pada aspek ukhrowi, maka setiap perbuatan, dan asupan seorang muslim harus
senantiasa terjaga dari hal-hal yang bersifat haram atau diragukan kehalalannya.
Seorang muslim tidak dibenarkan untuk mengkonsumsi makanan sebelum ia
tahu benar akan kehalalannya. Mengkonsumsi makanan yang haram atau yang belum
diketahui kehalalannya akan membawa akibat buruk baik di dunia maupun akhirat.
Pada aspek duniawi, bahaya makanan yang diharamkan dapat dilihat dari dampak
yang ditimbulkan dari makanan tersebut. Sebagai contoh, dalam Islam daging babi
merupakan suatu hal yang haram. Dalam aspek medis, dalam daging babi ditemukan
mengandung cacing pita yang sangat berbahaya bagi tubuh manusia, daging babi juga
mengandung kalori berlemak tinggi yang dapat menimbulkan kolesterol pada darah
manusia yang pada akhirnya menyebabkan penyakit jantung dan stress, selain itu
lemak babi juga dapat menyebabkan penyakit kanker payudara dan prostat.
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Sementara pada aspek akhirat, memakan atau meminum minuman yang haram bagi
seorang akan mengakibatkan amal ibadahnya tidak akan diterima selama 40 hari dan
merupakan suatu tindakan yang mengakibatkan dosa.
Berdasarkan penjabaran tersebut, penulis melihat bahwa pada dasarnya
banyak doktrin Islam yang menekankan keharusan bagi umat Islam untuk menjaga
makanannya dari berbagai pengaruh haram,baik secara langsung maupun secara tidak
langsung. Untuk itu umat Islam harus senantiasa waspada terhadap perkembangan
teknologi pangan yang dapat menghasilkan berbagai produk makanan melalui proses
tertentu, agar terhindar dari produk makanan haram.
Secara umum, dalam agama Islam pada dasarnya semua makanan dan
minuman yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, sayur-sayuran, buah-buahan dan
hewan adalah halal kecuali yang beracun dan membahayakan kesehatan manusia.
Islam dalam hal ini memberikan batasan perihal kriteria suatu makanan dan minuman
yang dapat dikategorikan halal, jika makanan dan minuman tersebut (Petunjuk Teknis
Pedoman Sistem Produksi Halal, 2003:7):
a. Bukan terdiri dari atau mengandung bagian atau benda dari binatang yang
dilarang oleh ajaran Islam untuk memakannya atau yang tidak disemblih menurut
ajaran Islam;
b. Tidak mengandung sesuatu yang digolongkan sebagai najis menurut ajaran Islam;
c. Tidak mengandung bahan penolong dan atau bahan tambahan yang diharamkan
menurut ajaran Islam;
d. Dalam proses, menyimpan dan menghidangkan tidak bersentuhan atau berdekatan
dengan makanan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana disebutkan
terlebih dahulu atau benda yang dihukumkan najis menurut ajaran Islam.
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Berdasarkan pemaparan tersebut dapat dilihat bahwasannya umat Islam dalam
hal ini diperintahkan untuk memakan makanan dan menggunakan bahan-bahan yang
baik,suci dan bersih. Kebersihan, kesucian serta kebaikan dan keburukan suatu
makanan dan barang yang dipergunakan oleh seorang muslim senantiasa akan
berkaitan dengan hukum halal dan haram menurut syariat Islam. Oleh karena itu umat
Islam perlu mengetahui informasi yang jelas tentang halal dan haram dalam berbagai
aspek, baik makanan, minuman, obat-obatan, kosmetika serta barang gunaan lainnya
yang dipakai oleh umat Islam.
2. Pengaturan dalam perspektif Hukum Nasional Indonesia
Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pengaturan sertifikasi
halal dan labelisasi halal di Indonesia ialah Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996
tentang Pangan (selanjutnya disebut Undang-undang Pangan), Undang-undang
Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut Undang-
undang Perlindungan Konsumen) dan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999
tentang Label dan Iklan Pangan.
Dalam ketentuan teknis pun diatur dalam beberapa surat keputusan maupun
ketetapan, yaitu Surat Ketetapan No: 924/Menkes/SK/VIII/ 1996 tentang perubahan
atas Keputusan Menteri Kesehatan RI No 82/Menkes/SK/I/1996 tentang Pecantuman
Tulisan ‘’Halal’’ pada Label Makanan. Di samping itu, Departemen Agama juga
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mengeluarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 518 Tahun 2001 tentang Pedoman
dan Tatacara Pemeriksaan dan Penetapan Pangan Halal, SK Nomor 519 Tahun 2001
tentang Lembaga Pelaksana Pemeriksaan Pangan Halal, serta Keputusan Menteri
Agama Nomor 525 Tahun 2001 tentang Penunjukan Perusahaan Umum Percetakan
Uang Republik Indonesia (Perum Peruri) sebagai Pelaksana Percetakan Label Halal.
Sertifikasi adalah suatu kegiatan pengujian secara sistematik untuk mengetahui
apakah suatu barang yang diproduksi suatu perusahaan telah memenuhi ketentuan
halal. Hasil dari kegiatan sertifikasi halal adalah diterbitkannya sertifikat halal apabila
produk yang dimaksudkan telah memenuhi ketentuan sebagai produk halal yang tujuan
ujuan akhirnya adalah adanya pengakuan secara legal formal bahwa produk yang
dikeluarkan telah memenuhi ketentuan halal. Sedangkan labelisasi yg diwujudkan
dalam label merupakan penanda dan sumber-sumber informasi tentang substansi yang
diwakilinya. Karena itu isi label haruslah sesuatu yang benar dan harus dapat
dipertanggung jawabkan.
Dalam pandangan konsumen, label menjadi sangat penting, karena bagi
konsumen label dapat memberikan tiga hal pokok, yakni:
a. Informasi yang dibutuhkan sebagai pertimbangan untuk membeli atau tidak
membeli suatu produk tertentu;
b. Dengan pengetahuan tersebut, konsumen dapat menentukan, memilih satu produk
atas produk sejenis lainnya;
c. Dengan informasi yang benar dan lengkap, konsumen juga dapat terhindar dari
kemungkinan gangguan keamanan dan keselamatan konsumsinya, bila produksi yang
bersangkutan tidak cocok untuk dirinya atau mengandung suatu zat yang
membahayakan.
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Sejalan dengan diberlakukannya Undang-undang Perlindungan Konsumen, isi
label harus dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. Kontrol di bidang pelabelan
diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Perlindungan Konsumen yang isinya
antara lain, pelaku usaha dilarang, memproduksi dan atau memperdagangkan barang
dan atau jasa yang :
a. tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan
ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam
hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang
tersebut;
c. tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan
menurut ukuran yang sebenarnya;
d. tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran
sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang
dan/atau jasa tersebut;
e. tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya,
mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau
keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
f. tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan,
iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
g. tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu
penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
h. tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana
pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label;
i. tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama
barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal
pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta
keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus di
pasang/dibuat;
j. tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang
dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
yang berlaku.
Didalam ketentuan Undang-undang Pangan Pasal 1 angka (15) disebutkan
bahwa :”Label pangan adalah setiap keterangan mengenai pangan yang berbentuk
gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada pangan,
dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada, atau merupakan bagian kemasan pangan”.
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Perihal apa yang semestinya dicantumkan dalam label pangan, ketentuan
Undang-undang pangan menyebutkan bahwa label sekurang-kurangnya memuat:
a. nama produk;
b. daftar bahan yang digunakan;
c. berat bersih atau isi bersih;
d. nama dan alamat pihak yang memproduksi atau memasukkan pangan ke
dalam wilayah Indonesia;
e. keterangan tentang halal; dan
f. tanggal, bulan, dan tahun kedaluwarsa.
Keterangan lebih lanjut perihal ketentuan yang mengatur tentang pelabelan
terdapat dalam Peraturan Pemerintah tentang Label dan Iklan Pangan Nomor 69
Tahun 1999. Dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah tersebut disebutkan bahwa
label berisikan keterangan sekurang-kurangnya :
a. Nama produk;
b. Daftar bahan yang digunakan;
c. Nama dan alamat pihak yang memproduksi atau memasukan pangan ke
wilayah Indonesia;
d. Tanggal,bulan dan tahun kadaluarsa.
Ketentuan yang terdapat dalam pasal 3 ayat (2) PP No 69 Tahun 1999 tidak
sejalan dengan apa yang dipersyaratkan dalam pasal 30 ayat (2) Undang-undang
pangan, karena selain empat hal yang terdapat dalam pasal 3 ayat (2) PP No.69 tahun
1999, masih terdapat lagi tambahan perihal berat bersih dan isi bersih serta
keterangan tentang halal yang tidak tercantum dalam Peraturan Pemerintah tersebut
sehingga terlihat adanya ketidak konsistenan dalam kedua pasal tersebut.
Dalam ketentuan pasal 6 PP No 69 tahun 1999 dinyatakan bahwa
“pencantuman pernyataan tentang manfaat pangan bagi kesehatan dalam label hanya
dapat dilakukan apabila didukung oleh fakta ilmiah yang dapat dipertanggung
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jawabkan”. Dan pasal 10 ayat (1) “Setiap orang yang memproduksi atau memasukkan
pangan yang dikemas ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan dan
menyatakan bahwa pangan tersebut halal bagi umat Islam, bertanggung jawab atas
kebenaran pernyataan tersebut dan wajib mencantumkan keterangan atau tulisan halal
pada Label”.
Berdasarkan uraian tersebut, dapatlah penulis sebutkan bahwa konsekuensi
dari pencantuman suatu keterangan yang tertera dalam label kemasan akan membawa
konsekuensi hukum berupa kewajian untuk melengkapi pernyataan tersebut dengan
falta-fakta ilmiah yang dapat dipertanggung jawabkan, termasuk pula halnya dengan
pencantuman label halal yang tercantum dalam kemasan yang juga membawa
konsekwensi penjaminan dan pertanggung jawaban atas kebenaran informasi tersebut
sebagaimana yang diamanatkan dalam ketentuan pasal 10 ayat (1) yang menyatakan :
“Setiap orang yang memproduksi atau memasukkan pangan yang dikemas ke
dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan dan menyatakan bahwa
pangan tersebut halal bagi umat Islam, bertanggung jawab atas kebenaran
pernyataan tersebut dan wajib mencantumkan keterangan atau tulisan halal
pada Label”.
Berdasarkan bunyi ketentuan tersebut maka adalah suatu konsekuensi hukum
bagi pelaku usaha yang mencantumkan label halal dalam produk yang dijualnya
untuk melengkapi dan mempertanggung jawabkan kebenaran dari apa yang tertera
dalam label tersebut. Sehingga apabila kemudian pihak pelaku usaha tidak dapat
membuktikan kebenaran atas apa yang dicantumkan dalam label tersebut maka ia
dapat dinyatakan telah melanggar ketentuan yang terdapat dalam pasal 8-17 Undang-
undang Perlindungan Konsumen.
Dalam ketentuan hukum positif di Indonesia yang mengatur tentang halal
pada dasarnya ketentuan perundang-undangan yang pertama kali menyebutkan
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tentang pencantuman label halal secara eksplisit disebutkan dalam Undang-undang
Pangan, yakni dalam Pasal 30 sebagai berikut:
(1) Setiap orang yang memproduksi atau memasukkan ke dalam wilayah
Indonesia pangan yang dikemas untuk diperdagangkan wajib
mencantumkan label pada, di dalam, dan atau di kemasan pangan.
(2) Label, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat sekurang-kurangnya
keterangan mengenai:
a. nama produk;
b. daftar bahan yang digunakan;
c. berat bersih atau isi bersih;
d. nama dan alamat pihak yang memproduksi atau memasukkan pangan ke
dalam wilayah Indonesia;
e. keterangan tentang halal; dan
f. tanggal, bulan, dan tahun kedaluwarsa.
Berdasarkan bunyi pasal tersebut diatas, dapat dilihat bahwa Pasal 30 ayat (2)
butir e, menyebutkan ketentuan tentang dimuatnya “keterangan tentang halal” dalam
label produk yang dijual di wilayah Indonesia. Dalam penjelasan Pasal 30 ayat (2)
butir e disebutkan bahwa :
Keterangan halal untuk suatu produk pangan sangat penting bagi masyarakat
Indonesia yang mayoritas memeluk agama Islam. Namun, pencantumannya
pada Label pangan baru merupakan kewajiban apabila setiap orang yang
memproduksi pangan dan atau memasukan pangan ke dalam wilayah
Indonesia untuk diperdagangkan menyatakan bahwa pangan yang
bersangkutan adalah halal bagi umat Islam. Adapun keterangan tentang halal
dimaksudkan agar masyarakat terhindar dari mengkonsumsi pangan yang
tidak halal (haram).
Dengan pencantuman halal pada label pangan dianggap telah terjadi pernyataan
dimaksud dan setiap orang yang membuat pernyataan tersebut bertanggung jawab
atas kebenaran pernyataan tersebut.
Dalam ketentuan pasal tersebut diatas, bila ditinjau lebih seksama terlihat
adanya hal yang cukup bertentangan antara Pasal 30 ayat (1) dan (2) dengan
penjelasan dari Pasal 30 ayat (2) butir e tersebut. Karena dalam ketentuan pasalnya
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disebutkan bahwa pencantuman label halal tersebut adalah suatu kewajiban,
sementara pada penjelasan Pasal 30 ayat (2) butir e dinyatakan bahwa kewajiban
tersebut baru timbul apabila produsen ingin menyatakan bahwa produk yang
diproduksinya tersebut adalah halal untuk di konsumsi. Sehingga dalam hal ini,
definisi kewajiban dalam ketentuan pasal tersebut menjadi suatu hal yang dapat
menjadi pilihan atas kehendak produsen, tidak merupakan kewajiban dalam artian
suatu keharusan seperti kewajiban pada umumnya.
Pencantuman label halal menurut ketentuan tersebut pada akhirnya
diterjemahkan sebagai suatu hal yang bersifat sukarela dan bukan lagi merupakan
suatu kewajiban. Dalam kondisi yang demikian, maka bila ditinjau dari pandangan
konsumen muslim, maka bentuk perlindungan hukum yang diberikan pemerintah
dalam hal pangan ini belumlah maksimal karena tidak terdapat kekonsistenan
pengaturan yang tercantum dalam ketentuan antar pasal dan antara pasal dengan
penjelasan.
Sifat sukarela tersebut jelas menimbulkan inkonsistensi pengaturan, dimana
menurut ketentuan induknya, yaitu Undang-undang Pangan, pengaturan berkenaan
dengan penandaan halal pada produk bersifat wajib.
Upaya agar pencantuman label merupakan kewajiban telah dilakukan oleh
pemerintah melalui departemen agama dengan mengeluarkan Keputusan Menteri
Agama No. 518 Tahun 2001 tentang Pedoman dan Tatacara Pemeriksaan dan
Penetapan Pangan Halal yang memerintahkan pengusaha untuk memeriksakan
produknya untuk diuji kehalalannya, baik produk makanan impor maupun ekspor. Di
samping itu, Menteri Agama mengeluarkan Keputusan  Nomor 519 Tahun 2001
tentang Lembaga Pelaksana Pemeriksaan Pangan Halal, serta Keputusan Menteri
Agama Nomor 525 Tahun 2001 tentang Penunjukan Perusahaan Umum Percetakan
Uang Republik Indonesia (Perum Peruri) sebagai Pelaksana Percetakan Label Halal.
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Mengenai lembaga yang bertanggung jawab sebagai pelaksana pemeriksaan
pangan halal, dalam Pasal 1 Keputusan Menteri Agama Nomor 519 disebutkan:
“Menunjuk Majelis Ulama Indonesia sebagai lembaga pelaksana pemeriksaan pangan
yang dinyatakan halal, yang dikemas untuk diperdagangkan di Indonesia”. Dalam
pasal tersebut tertera jelas bahwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendapatkan
kepercayaan dari pemerintah untuk melaksanakan tanggung jawab dalam
pemeriksaan pangan halal.
Adapun kegiatan pemeriksaan pangan yang dilakukan oleh lembaga diatur
dalam Pasal 2, yaitu meliputi:
1. pemeriksaan dan/atau verifikasi data pemohon;
2. pemeriksaan proses produksi;
3. pemeriksaan laboratorium;
4. pemeriksaan pengepakan, pengemasan, dan penyimpanan produk;
5. pemeriksaan system transportasi, distribusi, pemasaran dan penyajian;
6. pemrosesan dan penetapan Sertifikasi Halal.
Penunjukan MUI sebagai lembaga pelaksana pemeriksa pangan, pada
dasarnya mengukuhkan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika
Majelis Ulama Indonesia, disingkat menjadi LPPOM MUI, sebagai lembaga yang
resmi menangani permasalahan pemeriksaan pangan halal. LPPOM MUI dibentuk
pada tahun 1989 melalui Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat MUI No.
018/MUI/I/1986, dengan tugas-tugas: a) mengadakan inventarisasi, klarifikasi dan
pengkajian terhadap kehalalan makanan, obat-obatan dan kosmetika yang beredar di
masyarakat; b.) mengkaji dan menyusun konsep-konsep yang berkaitan dengan
peraturan-peraturan mengenai penyelenggaraan rumah makan/restoran, perhotelan,
hidangan dalam pelayaran atau penerbangan, pemotongan hewan serta penggunaan
berbagai jenis bahan bagi pengelolaan pangan, obat-obatan dan kosmetika yang
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dipergunakan oleh masyarakat, khususnya umat Islam harus terjamin kehalalannya;
c) manyampaikan hasil-hasil pengkajian dan konsep-konsep itu kepada Dewan
Pimpinan MUI sebagai bahan  pertimbangan dalam perumusan kebijakan yang
berkaitan  dengan pengelolaan, jual beli dan penggunaan pangan, obat-obatan dan
kosmetika; d) mengadakan berbagai kegiatan dalam rangka menjalin kerjasama
dengan instansi-instansi pemerintah dan swasta, dalam dan luar negeri.
Di sisi lain, pengaturan mengenai pemeriksaan pangan halal sebenarnya telah
diatur sebelumnya oleh Departemen Kesehatan melalui Surat Keputusan Menteri
Nomor 924/Menkes/SK/VIII/ 1996 tentang perubahan atas Keputusan Menteri
Kesehatan RI No 82/Menkes/SK/I/1996 tentang Pecantuman Tulisan Halal pada
Label Makanan. Pada Pasal 8 disebutkan Produsen atau importir yang akan
mengajukan permohonan pencantuman tulisan “Halal” wajib siap diperiksa oleh
petugas Tim Gabungan dari Majelis Ulama Indonesia dan Direktorat Jenderal
Pengawasan Obat dan Makanan yang ditunjuk Direktur Jenderal.
Kemudian Pasal 10 ayat (1) mengatur mengenai hasil pemeriksaan
sebagaimana dimaksud Pasal 8 dan hasil pengujian laboratorium dilakukan evaluasi
oleh Tim Ahli Majelis Ulama Indonesia. Ayat (2), hasil evaluasi sebagaimana
dimaksud ayat 1 disampaikan kepada Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI)
untuk memperoleh Fatwa. Ayat 3, Fatwa MUI sebagaimana dimaksud ayat (2) berupa
pemberian sertifikat halal bagi yang memenuhi syarat atau berupa penolakan.
Pasal 11, Persetujuan pecantuman tulisan Halal diberikan berdasarkan Fatwa
dari Komisi Majelis Ulama Indonesia. Selanjutnya pada Pasal 12 ayat 1 diatur
Berdasarkan Fatwa dari MUI, Direktur Jenderal (Dirjen) memberikan:
a. Persetujuan bagi yang memperoleh sertifikat “HALAL”;
b. Penolakan bagi yang tidak memperoleh sertifikat “HALAL”.
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Pada ayat (2) Penolakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b diberikan
secara tertulis kepada pemohon disertai alasan penolakan.
Melihat dari uraian beberapa pasal diatas, maka dapat kita lihat bahwa kedua
surat keputusan tersebut mengatur hal yang sama. Apa yang diatur dalam surat
keputusan menteri agama mengenai lembaga pelaksana pemeriksaan pangan halal
telah diatur sebelumnya dalam surat keputusan mentri kesehatan. Tentu saja ini
menimbulkan dualisme pengaturan hukum dalam tata hukum di Indonesia yang
mengatur satu hal tertentu.
Keputusan Menteri Agama ini juga bertentangan dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan yang sebenarnya
dijadikan landasan untuk keluarnya surat keputusan tersebut. Dalam Pasal 11 ayat (1)
menyatakan “Untuk mendukung kebenaran pernyataan halal sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 10 ayat (1), setiap orang yang memproduksi atau memasukkan pangan
yang dikemas ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan wajib
memeriksakan terlebih dahulu pangan tersebut pada lembaga pemeriksa yang telah
diakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.
Selanjutnya ayat (2) menyebutkan “Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilaksanakan berdasarkan pedoman dan tata cara yang ditetapkan oleh Menteri
Agama dengan mempertimbangkan dan saran lembaga keagamaan yang memiliki
kompetensi di bidang tersebut”. Dan dalam penjelasan ayat (2) yang dimaksudkan
“lembaga keagamaan” adalah Majelis Ulama Indonesia, serta pendomannya hanya
bersifat umum.
Dari situ terlihat bahwa kewenangan yang diberikan kepada Menteri Agama
hanya sebatas menetapkan pedoman dan tata cara pemeriksaan dan bukan menunjuk
lembaga pemeriksa pangan. Dan MUI disini hanya sebatas memberikan
pertimbangan dan saran dan itu pun hanya bersifat umum.
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Sedangkan surat keputusan Menteri Agama mengenai penunjukan Perum
Peruri sebagai pelaksana pencetak label halal ditentang oleh berbagai pihak terutama
kalangan pelaku usaha. Karena lebih bersifat monopilis dan dinilai menghambat
persaingan diantara pelaku usaha karena secara teknis akan menyulitkan para pelaku
usaha untuk mengajukan sertifikasi. Selain bersifat monopolis, penunjukan intitusi
teknis yang akan mencetak sama sekali tidak ada hubungannya dengan tugas dan
tanggung jawab Menteri Agama.
Surat keputusan tersebut juga tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Sebab
dalam Undang-undang Pangan tidak ada pengaturan pencetakan labelisasi harus
melalui Peruri, melainkan dilakukan oleh Departemen Kesehatan setelah mendapat
sertifikasi halal dari MUI.
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B. Bentuk Perlindungan Hukum bagi Konsumen Terhadap Pemalsuan
Sertifikasi dan Labelisasi Halal
Maraknya kasus pemalsuan sertifikasi maupun labelisasi halal seperti yang
diutarakan penulis pada bab pendahuluan jelas sangat merugikan bagi konsumen,
terkhususnya konsumen muslim di Indonesia. Inkonsistensi dan ketidaksinkronan
pengaturan sertifikasi dan labelisasi halal, seperti yang telah dibahas sebelumnya,
menjadi salah satu pemicu terjadinya tindak pidana tersebut. Disamping banyaknya
pelaku usaha yang belum mendaftarkan produknya untuk mendapatkan sertifikasi dan
labelisasi karena memang sampai saat ini belum merupakan suatu kewajiban.
Upaya perlindungan secara hukum dilakukan oleh pemerintah Indonesia
dengan cara memberikan sanksi pidana bagi pelaku usaha yang tidak melaksanakan
ketentuan yang telah ditetapkan. Baik itu Undang-undang Pangan dan Undang-
Undang Perlindungan Konsumen telah mencantumkan sanksi-sanksi yang
diberlakukan ketika terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuannya. Selain
bentuk perlindungan hukum yang dilakukan adalah memberikan pengawasan
terhadap produk pangan yang beredar.
Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) jauh sebelumnya juga telah
mengatur ketentuan mengenai pemalsuan surat. Dalam ketentuan KUHP, kejahatan
pemalsuan surat pada umumnya berupa pamalsuan surat dalam bentuk pokok (bentuk
standar) yang dimuat dalam Pasal 263 KUHP, yang rumusannya adalah sebagai
berikut (Kitab Undang-undang Hukum Pidana, 2005: 103):
(1) barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat
menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau
diperuntukan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk
memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah
isinya benar dan tidak palsu , dipidana jika pemakaian tersebut dapat
menimbulkan kerugian , karena pemalsuan surat, dengan penjara paling
lama enam tahun.
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(2) dipidana dengan pidana yang sama, barang sengaja memakai surat palsu
atau yang dipalsukan seolah-olah asli, jika pemakaina surat tersebut dapat
menimbulkan kerugian.
Surat  adalah suatu lembaran kertas yang diatasnya  terdapat tulisan yang
terdiri dari kalimat dan huruf termasuk angka yang menandung atau berisi  buah
pikiran atau makna tertentu, yang dapat berupa tulisan dengan tangan, dengan mesin
ketik, printer computer, dengan mesin cetak dan dengan alat dan cara apapun.
Membuat surat palsu (membuat palsu/valshcelijk opmaaken sebuah surat) adalah
membuat sebuah surat yang seluruh atau sebagian isinya palsu, atau bertentangan
denganyang sebenarnya. (Adam Chazawi, 2005:99)
Membuat surat palsu dapat berupa hal-hal sebagai berikut (Adam Chazawi,
2005:100):
1. Membuat sebuah surat yang sebagian atau seluruh isi tidak sesuai atau
bertentangan dengan kebenaran.
2. Membuat sebuah surat yang seolah-olah surat itu berasal dari orang lain selain si
pembuat.
Memalsukan surat adalah perbuatan yang dilakukan dengan cara melakukan
perubahan-perubahan tanpa hak (tanpa seizing yang berhak), dalam suatu surat atau
tulisan, perubahan nama mana yang dapat mengenai isinya. Tidak peduli, bahwa ini
sebelumnya merupakan sesuatu yang tidak benar ataupun sesuatu yang benar;
perubahan isi yang tidak benar menjadi benar merupakan pemalsuan surat. (H.A.K
Moch Anwar, 1986:190)
Perbuatan itu dapat terjadi atas (H.A.K Moch Anwar, 1986:190):
1. Penghapusan kalimat, kata, angka, tandatangan;
2. Penambahan dengan satu kalimat, kata, atau angka;
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3. Penggatian kalimat, kata, angka, tanggal dan/atau tandatangan.
Surat-surat yang dapat dijadikan obyek pemalsuan ini dibatasi dengan empat
macam surat, yaitu:
1. Surat yang menimbulkan suatu hak.
Pada umumnya sebuah surat tidak melahirkan adanya suatu hak, melainkan
hak itu timbuldari adanya perikatan hokum (perjanjian) yang tertuang dalam surat
itu, akan tetapi terdapat surat-surat tertentu yang disebut surat formil, yang
langsung melahirkan suatu hak tertentu, misalnya cek, bilyet giro, wesel, Surat
Izin Mengemudi, ijazah, dan lain-lain. Dengan kata lain surat yang menimbulkan
suatu hak adalah surat yang memuat suatu kesepakatan, perjanjian dan sebagian
yang dimuat secara tertulis yang dapat menimbulkan suatu hak.
Didalam Pasal 184 KUHAP, surat merupakan salah satu bukti yang sah.
Adapun yang dimaksud surat sebagai alat bukti yang sah adalah yang dibuat atas
sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah. Misalnya berita acara dan surat
lain yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat
dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang
didengar, dilihat atau dialami sendiri, disertai dengan alas an yang jelas dan tegas
tentang keterangan itu.
Surat yang dibuat menurut keterangan peraturan perundang-undangan atau
surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana
yang menjadi tanggungjawabnya dan diperuntukan bagi pembuktian susuatu hal
atau sesuatu keadaan, (termasuk juga surat keterangan dari seorang ahli yang
memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu keadaan yang
diminta secara resmi kepadanya). Misalnya hasil visum et repertum, uji balistik,
bedah mayat, uji keaslian surat dan sebagainnya. Surat lain yang hanya dapat
berlaku jikan ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain
2. Surat yang menimbulkan suatu perikatan.
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Surat yang berisi suatu perikatan pada dasarnya berupa surat yang memuat
berbagai perjanjian yang menyebabkan timbulnya hak-hak dan kewajiban-
kewajiban dari masing-masing pihak. Misalnya surat jual beli yang melahirkan
hak si penjual untuk menerima uang pembayaran harga suatu benda, dan pembeli
mempunyai hak untuk memperoleh atau menerima benda yang dibelinya.
3. Surat yang menimbulkan pembebasan utang
Dalam suatu surat pembebasan utang, pembebasan utang pada dasarnya
disebabkan karena dan dalam hubungannya dengan suatu perikatan. Misalnya
suatu kuitansi yang berisi penyerahan sejumlah uang tertentu dalam hal dan dalam
hubungan dengan jual beli, utang piutang dan lain-lain.
4. Surat yang diperuntukan sebagai bukti mengenai sesuatu hal
Terdapat dua hal penting yang harus dimuat, yaitu:
1) Mengenai peruntukan sebagai bukti (mempunyai kekuatan pembuktian);
2) Tentang sesuatu hal.
Sesuatu hal yang dimaksud adalah kejadian atau peristiwa tertentu, baik yang
sengaja dilangsungkan, contohnya perkawinan, maupun karena peristiwa alam
contohnya kelahiran dan kematian. Peristiwa-peristiwa tersebut mempunyai
akibat hukum, yaitu kejadian yang memiliki pengaruh terhadap hubungan
hukum orang-orang yang bersangkutan, adapun yang dimaksud dengan bukti
adalah sifatnya surat itu memiliki kekuatan pembuktian, kemudian diadakan
pembatasan bahwa yang akan ditindak dengan hukuman pidana hanya surat-
surat tertentu, yaitu yang ditunjuk untuk membuktikan suatu kejadian kejadian
atau peristiwa.
Dari uraian diatas terlihat jelas bahwa KUHP telah mengatur mengenai tindak
kejahatan pemalsuan surat, yang dalam hal ini dapat diberlakukan terhadap
pemalsuan sertifikat halal. Karena sertifikat halal juga merupakan surat yang
diperuntukan untuk membuktikan mengenai suatu hal.
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Sedangan terkait dengan perlindungan hukum bagi konsumen terhadap
pemalsuan labelisasi halal, Undang-undang Pangan dan Undang-Undang
Perlindungan Konsumen memberikan perlindungan hukum yang serupa yaitu berupa
ketentuan sanksi yang diatur didalamnya.
Undang-undang Pangan Bab X Ketentuan Pidana, Pasal 58 huruf h, i dan j
disebutkan:
“Barangsiapa: (huruf h) memproduksi atau memasukkan ke dalam wilayah Indonesia
pangan yang dikemas untuk diperdagangkan tanpa mencantumkan label sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 30 atau Pasal 31; (huruf i) memberikan keterangan atau
pernyataan secara tidak benar dan atau menyesatkan mengenai pangan yang
diperdagangkan melalui, dalam, dan atau dengan label dan atau iklan, sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2); (huruf j) memberikan pernyataan atau keterangan
yang tidak benar dalam iklan atau label bahwa pangan yang diperdagangkan adalah
sesuai menurut persyaratan agama atau kepercayaan tertentu, sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 34 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun
dan atau denda paling banyak Rp. 360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta
rupiah).”
Pasal berikutnya, Pasal 59 huruf e disebutkan “Barangsiapa tidak memuat
keterangan yang wajib dicantumkan pada label, sebagaimana dimaksud dalam Pasal
34 ayat (2) meskipun telah diperingatkan secara tertulis oleh Pemerintah, dipidana
dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan atau denda paling banyak Rp.
480.000.000,00 (empat ratus delapan puluh juta rupiah).”
Sedangakan dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen memberikan
sanksi bagi pelaku usaha yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal,
sebagaimana pernyataan “halal” yang dicantumkan dalam label, berupa pidana
dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak
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Rp. 2.000.000.000, 00 (dua miliar rupiah). (Pasal 61 Undang-undang Perlindungan
Konsumen)
Dari pemaparan diatas, jika kita cermati terjadi perbedaan yang signifikan
terkait dengan pidana yang diberikan antara satu undang-undang dengan undang-
undang yang lain. Akan tetapi hal tersebut dapat diselesaikan dengan memberlakukan
asas perundang-undangan yaitu lex specialis derograt legi generali atau undang-
undang yang bersifat khusus menyampingkan undang-undang yang bersifat umum.
Di sisi lain, Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1999 hanya memberikan
sanksi administratif bagi pelaku yang melanggar ketentuan-ketentuan dalam
peraturan pemerintah ini. Pasal 66 ayat (1) menyebutkan “setiap orang yang
melanggar ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah
ini dikenakan tindakan administratif”.selanjutnya pada ayat (2) mengatur mengenai
tindakan administratif yang dimaksud, yaitu meliputi:
a. peringatan secara tertulis
b. larangan untuk mengedarkan untuk sementara waktu dan atau perintah
untuk menarik produk pangan dari peredaran;
c. pemusnahan pangan jika terbukti membahayakan kesehatan dan jiwa
manusia;
d. penghentian produksi untuk sementara waktu;
e. pengenaan denda paling tinggi Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
dan atau
f. pencabutan izin produksi atau izin usaha.
Ketentuan tersebut tentu saja berbeda dengan ketentuan yang diatur dalam
undang-undang diatasnya, yaitu Undang-undang Pangan. Undang-undang Pangan
mengatur lebih tegas dengan memberikan sanksi pidana daripada Peraturan
Pemerintahnya. Lagi pula ketentuan tersebut sebenarnya telah ada dalam Undang-
undang pada Bab IX mengenai Pengawasan Pasal 54.
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Bentuk perlindungan hukum yang lain adalah berupa pegawasan. Karena
perilaku yang dilakukan oleh pihak pelaku usaha yang memilki sertifikat atau
mencantumkan label halal yang tidak sesuai dengan kebenaran pada dasarnya telah
melanggar hak konsumen. Oleh karena itu demi menegakan peraturan perundangan
yang berlaku dan menjamin hak-hak konsumen maka diperlukan adanya pengawasan
terhadap barang yang beredar dipasaran.
Ketentuan perihal pengawasan produk pangan yang beredar, Undang-undang
pangan telah mengatur hal ini dalam Bab IX mengenai Pengawasan. Pasal 53
menyebutkan bahwa:
(1) Untuk mengawasi pemenuhan ketentuan Undang-undang ini, Pemerintah
berwenang melakukan pemeriksaan dalam hal terdapat dugaan terjadinya
pelanggaran hukum di bidang pangan.
(2) Dalam melaksanakan fungsi pemeriksaan, sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Pemerintah berwenang:
a. memasuki setiap tempat yang diduga digunakan dalam kegiatan atau
proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan perdagangan pangan
untuk memeriksa, meneliti, dan mengambil contoh pangan dan segala
sesuatu yang diduga digunakan dalam kegiatan produksi, penyimpanan,
pengangkutan, dan atau perdagangan pangan;
b. menghentikan, memeriksa, dan menegah setiap sarana angkutan yang
diduga atau patut diduga digunakan dalam pengangkutan pangan serta
mengambil dan memeriksa contoh pangan;
c. membuka dan meneliti setiap kemasan pangan;
d. memeriksa setiap buku, dokumen, atau catatan lain yang diduga memuat
keterangan mengenai kegiatan produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan
atau perdagangan pangan, termasuk menggandakan atau mengutip
keterangan tersebut;
e. memerintahkan untuk memperlihatkan izin usaha atau dokumen lain
sejenis.
(3) Pejabat pemeriksa untuk melakukan pemeriksaan, sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), dilengkapi dengan surat perintah.
(4) Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan, sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), patut diduga merupakan tindak pidana di bidang pangan, segera
dilakukan tindakan penyidikan oleh penyidik berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
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(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)
ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
Kemudian Pasal 54 menyebutkan:
(1) Dalam melaksanakan fungsi pengawasan, sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 53, Pemerintah berwenang mengambil tindakan administratif terhadap
pelanggaran ketentuan Undang-undang ini.
(2) Tindakan administratif, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
a. peringatan secara tertulis;
b. larangan mengedarkan untuk sementara waktu dan atau perintah untuk
menarik produk pangan dari peredaran apabila terdapat risiko tercemarnya
pangan atau pangan tidak aman bagi kesehatan manusia;
c. pemusnahan pangan jika terbukti membahayakan kesehatan dan jiwa
manusia; penghentian produksi untuk sementara waktu;
d. pengenaan denda paling tinggi Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
dan atau
e. pencabutan izin produksi atau izin usaha.
(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan lebih
lanjut dengan Peraturan Pemerintah
Dalam hal ini Undang-undang Perlindungan Konsumen juga mengatur
ketentuan perihal pengawasan. Hal ini terkait bahwa Undang-Undang Perlindungan
Konsumen merupakan bentuk undang-undang yang memberikan perindungan
terhadap hak konsumen.
Dalam ketentuan Pasal 29 Undang-undang Perlindungan Konsumen disebutkan
bahwa:
(1) Pemerintah bertanggung jawab atas pembinaan penyelenggaraan
perlindungan konsumen yang menjamin diperolehnya hak konsumen dan
pelaku usaha serta dilaksanakannya kewajiban konsumen dan pelaku usaha.
(2) Pembinaan oleh pemerintah atas penyelenggaraan perlindungan konsumen
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri dan/atau
menteri teknis terkait.
(3) Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan koordinasi atas
penyelenggaraan perlindungan konsumen.
(4) Pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) meliputi upaya untuk :
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a. terciptanya iklim usaha dan tumbuhnya hubungan yang sehat antara
pelaku usaha dan konsumen;
b. berkembangnya lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat;
c. meningkatnya kualitas sumber daya manusia serta meningkatnya
kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang perlindungan
konsumen.
Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam pasal tersebut dengan jelas dapat dilihat
bahwa dalam hal ini pemerintah memegang peranan yang sangat penting dalam
penerapan penyelenggaraan Perlindungan Konsumen, adapun salah satu cara yang
ditempuh guna tegaknya perlindungan konsumen tersebut adalah melalui
Pengawasan.
Pengawasan adalah salah satu faktor yang memberi perlindungan kepada
konsumen atas peredaran barang dan/atau jasa di pasaran. Ketentuan Pasal 30
Undang-undang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa:
(1) Pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen serta penerapan
ketentuan peraturan perundang-undangannya diselenggarakan oleh pemerintah,
masyarakat, dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat.
(2) Pengawasan oleh pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
oleh Menteri dan/atau menteri teknis terkait.
(3) Pengawasan oleh masyarakat dan lembaga perlindungan konsumen swadaya
masyarakat dilakukan terhadap barang dan/atau jasa yang beredar di pasar.
(4) Apabila hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ternyata
menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan
membahayakan konsumen, Menteri dan/atau menteri teknis mengambil tindakan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(5) Hasil pengawasan yang diselenggarakan masyarakat dan lembaga perlindungan
konsumen swadaya masyarakat dapat disebarluaskan kepada masyarakat dan
dapat disampaikan kepada Menteri dan menteri teknis.
(6) Ketentuan pelaksanaan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
Berdasarkan bunyi ketentuan tersebut dapat dilihat bahwa pada dasarnya
Pengawasan dapat dilakukan oleh pemerintah maupun oleh LPKSM dan masyarakat.
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Dalam melaksanakan pengawasan, pihak pemerintah dalam hal ini berwenang
untuk melakukan pengawasan tersebut sejak proses produksi, penawaran, promosi,
pengiklanan dan cara menjual sampai barang dan/atau jasa tersebut beredar di
pasaran. Mengingat luasnya aspek pengawasan, dalam ketentuan tersebut, terutama
dalam ketentuan Pasal 30 ayat (2) Undang-undang Perlindungan Konsumen dapat
dilihat bahwa dalam melaksanakan pengawasan tersebut diperlukan adanya
koordinasi atau kerja sama diantara para stakeholder penyelenggara perlindungan
konsumen, khususnya koordinasi diantara sesama instansi terkait seperti Departemen
Perdagangan, Departemen Kesehatan, Departemen Pertanian, Departemen
Perhubungan, Badan POM, dan beberapa Departemen terkait lainnya. Adapun jenis
pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah ini terdiri dari dua macam, yakni
pengawasan berkala dan pengawasan khusus. Pengawasan berkala adalah
pengawasan yang dilakukan oleh Petugas Pengawas Barang Beredar dan Jasa (PPBJ)
sedangkan pengawasan khusus adalah pengawasan yang dilakukan oleh Petugas
Pengawas Barang Beredar dan Jasa dan PPNS-PK.
Pengawasan dalam hal ini dapat pula dilakukan oleh masyarakat dan Lembaga
Non Pemerintah sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Perlindungan
Konsumen. Lembaga Non Pemerintah tersebut menyelenggarakan perlindungan
konsumen yang bersifat preventif yaitu Badan Perlindungan Konsumen Indonesia
(BPKN) dan Lembaga Pengawas Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM),
maupun lembaga yang memberi perlindungan kepada konsumen yang bersifat
represif yaitu (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Adapun yang
menjadi kewenangan yang dimiliki oleh Masyarakat dan LPKSM dalam
melaksanakan pengawasan tersebut adalah berupa pengawasan terhadap barang dan
jasa yang sudah beredar di pasar, yang dalam hal ini berarti mengindikasikan bahwa
kewenangan pengawasannya tidak seluas pengawasan yang dilakukan oleh pihak
pemerintah. Pengawasan tersebut selain dilaksanakan atas penyelenggaraan
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perlindungan konsumen serta penerapan peraturan perundang-undangan, juga
dilakukan terhadap barang dan/atau jasa yang beredar dipasaran.
Adapun yang menjadi kriteria dalam melaksanakan pengawasan barang
beredar dan jasa yang beredar di pasar, adalah sebagai berikut:
a. Aspek keselamatan, Keamanan, Kesehatan dan Lingkungan (K3L) serta
Moral Hazard;
b. Dikonsumsi dan/atau digunakan oleh masyarakat banyak;
c. Memiliki SNI atau persyaratan teknis lainnya;
d. Sudah ada Labolatorium penguji;
e. Sering terjadi Pemalsuan, Penipuan, pengelabuan (kadar, purna jual, label
dsb).
Berdasarkan kriteria pengawasan tersebut, maka bentuk pengawasan terhadap
barang yang beredar dipasar dilakukan dengan cara penelitian, pengujian dan/atau
survey. Aspek yang diawasi meliputi pemuatan informasi tentang resiko penggunaan
barang, pemasangan dan kelengkapan info pada label/kemasan, pengiklanan dan lain-
lain, sebagaimana yang diisyaratkan oleh peraturan perundang-undangan dan praktek
perdagangan.
Bila ditinjau dari kriteria aspek pengawasan sebagaimana dan pengaturannya
dalam ketentuan perundang-undangan di Indonesia sebagaimana telah disebutkan
diatas, maka dapat dilihat bahwa pada dasarnya sampai saat ini belum terdapat suatu
ketentuan yang secara tegas dan khusus mengatur tentang ”Pengawasan terhadap
peredaran produk halal”, oleh karena itu maka pengawasan terhadap produk halal
sampai saat ini merupakan bagian dan menjadi bagian dari pengawasan pada
umumnya.
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Mengingat belum adanya suatu ketentuan dan badan khusus yang mengatur
tentang pengawasan terhadap produk halal, maka terhadap kegiatan pengawasan
tersebut masih berinduk dan berpayung pada ketentuan pasal 30 Undang-undang
Perlindungan Konsumen yang mengatur tentang pengawasan. Dalam ketentuan pasal
tersebut disebutkan bahwa dalam melaksanakan pengawasan diperlukan adanya
koordinasi diantara para penyelenggara kegiatan pengawasan tersebut. Yakni
koordinasi yang dilakukan oleh pemerintah yang membawahi bidang-bidang terkait
dengan masyarakat dan LPKSM selaku pihak yang menyelenggarakan kegiatan
pengawasan tersebut.
Sehubungan banyaknyaknya aspek yang terkait dan luasnya wilayah yang
menjadi sasaran kegiatan dalam kegiatan pengawasan, baik pengawasan pada
umumnya maupun pengawasan pada peredaran produk halal, maka diperlukan
adanya suatu koordinasi antara Menteri terkait sehingga pelaksanaan pengawasan




Dari perumusan masalah yang penulis kemukakan serta pembahasannya baik
yang berdasarkan teori maupun data-data yang penulis dapatkan selama mengadakan
penelitian, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:
1. Peraturan perundang-undangan yang mengatur sertifikasi halal maupun labelisasi
halal belum sepenuhnya memberikan kepastian hukum jaminan hukum bagi
konsumen muslim terhadap pangan dan produk lainnya. Karena inkonsistensi
pengaturan dalam sebuah Undang-undang dan ketidaksinkronan antara peraturan
diatas dengan peraturan dibawahnya. Pasal 30 ayat (1) dan (2) Undang-undang
Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Pangan bertentangan dengan penjelasan dari pasal
30 ayat (2) butir e tersebut. Karena dalam ketentuan pasalnya disebutkan bahwa
pencantuman label halal tersebut adalah suatu kewajiban, sementara pada
penjelasan pasal 30 ayat (2) butir e dinyatakan bahwa kewajiban tersebut baru
timbul apabila produsen ingin menyatakan bahwa produk yang diproduksinya
tersebut adalah halal untuk di konsumsi. Sehingga dalam hal ini, definisi
kewajiban dalam ketentuan pasal tersebut menjadi suatu hal yang dapat menjadi
pilihan atas kehendak produsen, tidak merupakan kewajiban dalam artian suatu
keharusan seperti kewajiban pada umumnya. Ditambah lagi keberadaan Peraturan
Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan yang tidak
memberikan ketentuan teknis lebih lanjut dari keberadaab Undang-undang
Pangan, banyak ketentuan-ketentuan yang justru tidak diatur dalam Peraturan
Pemerintah tersebut dan bahkan bertentangan. Kemudian Keputusan Menteri
Agama Nomor 519 Tahun 2001 Tentang Lembaga Pelaksana Pemeriksa Pangan
Halal berbenturan dengan Keputusan Menteri Kesehatan RI No.
92/Menkes/SK/VII/1996 Tentang Perubahan Keputusa Menteri RI No. 82
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Menkes/SK/I/1996 Tentang Pencantuman Tulisan Halal pada Label Makanan,
karena mengatur hal yang sama. Selain itu Keputusan Menteri Agama tersebut
bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Iklan
dan Label Halal, karena merujuk Peraturan Pemerintah tersebut kewenangan
Menteri Agama hanya sebatas menetapkan pedoman dan tata cara pemeriksaan
dan bukan menunjuk lembaga pemeriksa pangan. Dan MUI disini hanya sebatas
memberikan pertimbangan dan saran dan itu pun hanya bersifat umum. Sehingga
pengaturan sertifikasi halal dan labelisasi halal dapat dikatakan belum
mempunyai legitimasi hukum yang kuat.
2. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen terhadap
terjadinya pemalsuan sertifikasi halal dan labelisasi halal adalah berupa
pemberian sanksi pidana yang tegas yang diatur dalam Kitab Undang-undang
Hukum Pidana (KUHP) , Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Pangan
dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
Kamudian adanya sistem pengawasan yang dilakukan baik dari pihak pemerintah
melalui kerjasama dengan para stakeholder penyelenggara perlindungan
konsumen, khususnya koordinasi diantara sesama instansi terkait seperti
Departemen Perdagangan, Departemen Kesehatan, Departemen Pertanian,
Departemen Perhubungan, Badan POM, dan beberapa Departemen terkait
lainnya. Selain itu pengawasan juga harus melibatkan masyarakat sebagi
konsumen langsung dan lembaga-lembaga non pemerintah. Pengawasan
merupakan salah satu cara yang ditempuh guna tegaknya perlindungan konsumen
tersebut.
B. Saran
Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka sebagai akhir dari seluruh tulisan ini,
penulis mencoba mengajukan beberapa saran sebagai berikut:
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1. Menyarankan kepada pemerintah untuk segera melakukan revisi Undang-undang
Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Pangan yang mana merupakan dasar yang
dijadikan landasan penyelenggaraan sertifikasi dan labelisasi halal. Merevisi
peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang sertifikasi dan lebelisasi
halal hingga teknisnya supaya terjadi sebuah sinkronisasi antar Peraturan
Perundang-undangan. Sehingga sertifikasi dan labelisasi halal menjadi suatu
kewajiban yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha guna memberikan perlindungan
terhadap konsumen muslim.
2. Mencabut Keputusan Menteri Agama Nomor 519 Tahun 2001 Tentang Lembaga
Pelaksana Pemeriksa Pangan Halal karena tidak mempunyai landasan hukum
yang kuat.
3. Meningkatkan intensitas pengawasan secara aktif dari pemerintah dengan bekerja
sama dengan seluruh instansi terkait guna memberikan perlindungan konsumen.
Kerjasama juga harus melibatkan Pemerintah Daerah mengingat luasnya daerah
peredaran produk-produk di wilayah Indonesia. Serta meningkatkan peranserta
masyarakat dalam pelaksanaan pengawasan dengan cara memberikan sebuah
pembelajaran dan pelatihan, sehingga masyarakat mampu memverifikasi sendiri
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